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Itjen Kemendikbud Buktikan 
Bebas Narkoba 
Seluruh karyawan Inspektorat Jenderal Kemendikbud membuktikan 
dirinya benar-benar bebas penyalahgunaan narkoba, setelah pihak 
BNN menyelenggarakan ke giatan Tes Bebas Narkoba hari Senin 2 




dan Lembaga Tes Bebas 
Narkoba
Inspektur Jenderal Daryanto 
memberikan arahan di depan 
warga Itjen pada Senin (2/5) di 
ruang sidang lantai 6, Gedung 
B Itjen Kemendikbud. Arahan 
tersebut disampaikan terkait tes 
bebas narkoba yang diadakan di 
Itjen Kemendikbud.
5
Setahun Capaian Unit 
Layanan Terpadu 
Kemendikbud
Unit Layanan Terpadu (ULT) 
Kemendikbud genap berusia 
satu tahun, unit ini merupakan 
bentuk layanan pendidikan 
dan kebudayaan yang 
ditangani tiap­tiap unit kerja 
di lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) dikelola satu 
pintu dan dikoordinasikan oleh 
Biro Komunikasi dan Layanan 
Masyarakat (BKLM) Kemendikbud.
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terian dan lembaga peme­
rintah berani  membuka diri 
melakukan pemeriksaan 
terhadap karyawannya  
menyangkut ada tidaknya 
indikasi narkoba. Dan Itjen 
Kemendikbudlah yang per­
tama sekaligus pionir untuk 
itu dengan mampu mem­
buktikan  para karyawannya 
benar­benar bebas dari peng­
gunaan narkoba.
Atas alasan itulah, 
redaksi memberi apresiasi 
khusus dengan menempat­
kan hasil liputan melalui  
laporan utama edisi ini.
Tentang porsi pe­
layanan publik, redaksi juga 
mengangkat hasil yang dica­
pai Kemendikbud menyang­
kut komitmen pelayanan 
 terpadu.
Banyak kemajuan yang 
dicapai, tetapi banyak pula 
harapan pengguna yang akan 
dan terus disempurnakan.
Akhirnya, seluruh 
pimpinan dan kru redaksi 
majalah Forwas menyam­
paikan permohonan maaf 
lahir dan batin seraya me­
ngucapkan “minal aidin wal 
faizin” sebagai penyempurna 
puasa dan penghangat le­
baran 1 Syawal 1437  Hijriyah.  
Semoga amal ibadah kita 
diterima dan mendapat gan­




 Dari hiruk pikuk kegiatan Mendibud 
yang terekam kamera, potret yang satu 
ini memberi ilustrasi luar biasa tentang 
kedekatan sosok seorang pemimpin 
sekaligus menjawab bahwa siapa pun 
dia, tidak sempurna fisikkah dia atau dari 
latar belakang manakah dia tidak lagi 
terlalu penting dalam menjalin “hablum 
minannas”.
Suasana batin dan kepolosan kedua 
sosok ini, menjadi pilihan redaksi untuk 
dipentaskan dalam cover utama majalah 
Forwas edisi kali ini. (emte)
Tim Redaksi saat berbuka puasa bersama 
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Laporan Utama
Seluruh karyawan Inspektorat Jenderal Kemendikbud membuktikan dirinya benar-
benar bebas penyalahgunaan narkoba, setelah pihak BNN menyelenggarakan ke-
giatan Tes Bebas Narkoba hari Senin 2 Mei 2016 bertepatan dengan peringatan Hari 
Pendidikan Nasional (Hardiknas).
Hasil tes bebas narkoba yang difasilitasi oleh Badan Narko­tika Nasional (BNN) Provinsi 
DKI Jakarta itu, membuktikan bahwa 
upaya pembinaan yang dilakukan 
secara personal dan dilakukan dari 
waktu ke waktu oleh pimpinan Itjen 
Kemendikbud berjalan efektif.
Inspektur Jenderal Kemen­
dikbud Daryanto menyatakan 
bahwa kegiatan ini merupakan 
pelopor di kalangan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan hing­
ga memberi ruang yang luas bagi 
jajaran Itjen Kemendikbud untuk 
lebih fokus dalam mengemban 
tugasnya.
Dalam kesempatan yang 
sama, Inspektur Jenderal Kemen­
terian Agama Muhammad Yasin 
juga turut memberikan motivasi 
Itjen Kemendikbud 
Buktikan Bebas Narkoba
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dengan menyatakan bahwa Ke­
mendikbud adalah pionir se­
bagai kementerian pertama yang 
melakukan tes narkoba.
Pernyataan ini disambut 
positif Kepala Badan Narkotika 
Nasional Provinsi DKI Ja­
karta Iwan Ibrahim yang 
menyatakan bahwa di ting­
kat nasional Kemendikbud 
adalah yang pertama beker­
jasama dengan BNN untuk 
melaksanakan tes bebas 
narkoba di kalangan pega­
wainya.
Kegiatan Tes Bebas Narkoba 
ini diikuti oleh 352 orang pegawai 
Inspektorat Jenderal yang diambil 
sampel urinenya. Dari hasil pene­
litian uji sampel urine, BNN Prov 
DKI Jakarta menyimpulkan bahwa 
ke­352 orang pegawai Inspektorat 
Jenderal dinyatakan negatif dan 
tidak ada yang terindikasi meng­
gunakan narkoba. 
Pionir Kementerian dan Lembaga Tes Bebas Narkoba
Inspektur Jenderal Daryanto memberikan arahan di depan warga Itjen pada Senin (2/5) 
di ruang sidang lantai 6, Gedung 
B Itjen Kemendikbud. Arahan 
tersebut disampaikan terkait tes 
bebas narkoba yang diadakan di 
Itjen Kemendikbud.
Irjen menyampaikan arahan 
kepada warga Itjen. Dalam arahan 
tersebut Irjen mengatakan bahwa 
tes bebas narkoba ini merupakan 
kegiatan yang sangat penting un­
tuk membuktikan bahwa warga 
Itjen bebas dari penggunaan nar­
koba. Irjen menyampaikan bahwa 
ada cctv yang digunakan untuk 
memantau kegiatan tes bebas nar­
koba ini. Namun, Irjen juga ber­
pesan agar warga Itjen tidak perlu 
khawatir atau takut dalam meng­
hadapi tes bebas narkoba ini.
Dalam penyelenggaraan aca­
ra ini, Itjen menggandeng BNN 
Provinsi DKI Jakarta. Sekitar 40 
orang petugas dari BNN dilibat­
kan dalam acara tes narkoba un­
tuk warga Itjen ini. Acara ini juga 
dihadiri oleh Kepala BNN Provinsi 
Petugas BNNP Provinsi DKI 
Jakarta melayani karyawan 
Itjen Kemendikbud yang 
menjalani tes narkoba
kegiatan ini merupakan pelopor di kalangan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
hingga memberi ruang yang luas bagi jajaran 
Itjen Kemendikbud untuk lebih fokus dalam 
mengemban tugasnya
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DKI Jakarta Iwan A. Ibrahim dan 
Irjen Kementerian Agama Mu­
hammad Yasin.
Irjen Kemenag menyam­
paikan kalimat penyemangat 
kepada warga Itjen untuk mengi­
kuti tes bebas narkoba ini. Irjen 
Kemenag juga menekankan Itjen 
Kemendikbud merupakan pionir 
karena baru pertama kalinya tes 
bebas narkoba ini diadakan di 
lingkungan Itjen. Ia juga mene­
gaskan bahwa nantinya Itjen Ke­
menag juga akan mengikuti jejak 
Itjen Kemendikbud dalam menye­
lenggarakan tes serupa.
Selanjutnya, Kepala BNN 
Provinsi DKI Jakarta juga me­
nyampaikan hal yang senada de­
ngan Irjen Kemenag. Menurutnya, 
tak hanya di kalangan Itjen, tes 
bebas narkoba di Itjen Kemen­
dikbud juga merupakan yang 
pertama kalinya dilakukan di ling­
kungan pemerintah untuk tingkat 
nasional. Iwan juga menyam­
paikan harapannya agar kantor 
pemerintahan lainnya juga dapat 
mengadakan kegiatan yang sama 
karena peredaran narkoba saat ini 
sudah sangat mengkhawatirkan.
Sebelumnya, warga Itjen ikut 
berpartisipasi memperingati Har­
diknas Tahun 2016 dengan mengi­
kuti upacara di halaman kantor 
Kemendikbud. Berbeda dengan 
tahun­tahun sebelumnya, tahun 
ini peserta upacara wajib meng­
gunakan pakaian adat/tradisional 
Indonesia. (Ririn) 
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Setahun Capaian Unit Layanan 
Terpadu Kemendikbud
Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud genap berusia satu tahun, unit ini 
merupakan bentuk layanan pendidikan dan kebudayaan yang ditangani tiap-tiap 
unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), 
dikelola secara satu pintu dan dikoordinasikan oleh Biro Komunikasi dan Layanan 
Masyarakat (BKLM) Kemendikbud.
Pencapaian prestasi ULT terdapat pada ketuntasan 100% terhadap penyelesai­
an pengaduan dan pertanyaan 
masyarakat tentang pendidikan 
dan kebudayaan melalui portal 
lapor, portal yang dikelola kantor 
staf kepresidenan. Ketuntasan ini 
tercapai selama dua bulan portal 
dikelola ULT. Jumlah ini naik 
dari 57% atau sebanyak 3.227 per­
tanyaan yang belum dijawab saat 
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portal lapor belum dikelola ULT.
Dalam sambutannya di acara 
Satu Tahun Capaian ULT, Mendik­
bud Anies Baswedan mengatakan 
sangat mengapresiasi pencapaian 
tersebut,  “Dalam setahun kita 
sudah memberikan jawaban yang 
terbaik terhadap masyarakat yang 
menyampaikan pengaduannya, 
tentu kita jangan berbangga diri 
dulu karena perjalanan masih 
teramat panjang, masih banyak 
yang harus kita perbaiki bersama, 
semakin baik kita bekerja untuk 
pendidikan dan kebudayaan, 
semakin sedikit yang mengadu 
tentang pendidikan maka lambat 
laun kita menjadi lebih baik dari 
tahun ini,” ujarnya.
Menurut akumulasi data 
ULT sejak satu April 2015 sampai 
dengan maret 2016, sebanyak 
20.643 orang pengunjung yang 
datang langsung ke ULT. Dari 
jumlah tersebut, profesi pengun­
jung mayoritas sebagai guru, ope­
rator sekolah, kepala sekolah, pe­
ngawas sekolah, dinas pendidikan, 
karyawan swasta, orang tua , ma­
hasiswa, pelajar, dosen, anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
Lembaga Swadaya Masyarakat, 
dan jurnalis. (BKLM Kemendik­
bud) 
Dalam setahun kita sudah 
memberikan jawaban yang terbaik 
terhadap masyarakat yang menyampaikan 
pengaduannya, tentu kita jangan berbangga 
diri dulu karena perjalanan masih 
teramat panjang, masih banyak yang 
harus kita perbaiki bersama,
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Inspektur Jenderal Daryanto menghadiri workshop yang diselenggarakan oleh wilayah I 
dengan tema “Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah, Pelanggaran 
dan Sanksi yang Harus Dikenakan 
kepada Pelanggar” bertempat di 
Hotel The Sahira, Bogor. 
Acara dihadiri oleh Inspektur 
I dan beberapa narasumber dari 
LKPP, ICW, BPK, dan auditor 
Inspektorat I serta peserta 
undangan sebanyak 120 orang.
Pembukaan dilakukan oleh 
ketua panitia, Endang Lestyawa­
ti dan dilanjutkan oleh Irjen 
 Daryanto. Pada sambutannya, 
Irjen me ngatakan bahwa acara ini 
dilakukan karena melihat sema­
kin meningkatnya pembangunan 
negara baik dalam negeri mau 
pun luar negeri sehingga perlu 
penanganan dan perhatian untuk 
mendapatkan barang yang kualitas 
dan kuantitasnya prima dan tidak 
adanya kecurangan.
Ke depan auditor harus 
memiliki tantangan, di antaranya 
tertib menggunakan IT dalam ber­
tugas karena hal ini akan memban­
tu dalam pengiriman data. Yang 
kedua, harus memiliki integritas 
yang tinggi. “Saya optimis, teman­
teman bisa mendorong integritas 
yang lebih baik dan bisa menjadi 
contoh, baik internal mau pun eks­
ternal,” tambahnya.
Penyelenggaraan work-
shop Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, Pelanggaran dan 
Sanksinya dimoderatori oleh 
Helena dengan narasumber 
Rita Berlis dari LKPP kemudian 
dilanjutkan oleh Febri Hendri dari 
ICW dan Zariyatna dari BPK di 
Hotel The Sahira, Jumat (27/05).
Dalam paparannya Rita 
Berlis menjelaskan lingkungan 
pengendalian PBJ meliputi dasar 
hukum, kebijakan penyelenggara, 
mekanisme pasar yang terjadi, data 
yang tersedia dan dampak hukum 
terhadap lingkungan permasala­
han PBJ. “Dampak hukum tidak 
hanya di akhir, tetapi sudah dika­
wal dari awal sehingga pengadaan 
barang bisa dilaksanakan sesuai 
dengan harapan tanpa menerima 
risiko yang tidak diinginkan,” tam­
bahnya.
Proses pengadaan barang/
jasa diharuskan memiliki peren­
canaan PBJ, pemilihan penyedia 
PBJ, pelaksanaan kontrak PBJ, dan 
pengelolaan BMD. Rita menam­
bahkan, saat ini segala sesuatu 
sudah elektronik, tetapi bukan 
hanya bentuk fisiknya saja, melain­
kan proses yang didigitalisasikan. 
Tentu hal itu dimaksudkan untuk 
mendukung kriteria yang diharap­
kan. (wachit) 
Itjen Kemendikbud SelenggarakanWorkshop 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
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Lomba Antarunit Utama, Itjen Raih Juara I Lomba 
Kebersihan
Inspektorat Jenderal Kemen­dikbud (Itjen) berhasil me­raih juara I lomba kebersihan 
antar unit utama Kemendikbud 
tahun 2016, selain itu Itjen ber­
hasil memenangkan beberapa 
perlombaan lainnya dalam pun­
cak peringatan hari Pendidikan 
Nasional tahun 2016.
Penyerahan trofi lomba 
kebersihan langsung diterima 
oleh Sekretaris Itjen, Hindun 
Basri Purba di Gedung A Lantai 
3 Kemendikbud dan diberikan 
langsung oleh Mendikbud Anies 
Baswedan dalam rangkaian 
acara Penyerahan Arsip Statis, 
Karya Pak Raden, Penghargaan 
dan Hadiah Lomba dalam rang­
ka pe ringatan Hari Pendidikan 
 Nasional Tahun 2016.
Penghargaan ini adalah hasil 
kerja keras para pimpinan dan staf 
dalam menjaga dan memelihara 
kebersihan di lingkungan Itjen. 
Kebijakan Area Tanpa Rokok yang 
dicetuskan Inspektur Jenderal 
dan adanya pamflet-pamflet ter­
kait kesehatan dan kebersihan 
juga ikut menyokong terciptanya 
lingkungan Itjen yang sehat dan 
bersih di setiap area ruangan 
sehingga pegawai dapat bekerja 
secara optimal.
Selain lomba kebersihan, 
Itjen juga berhasil menjadi juara 
dalam berbagai lomba lainnya. 
Berikut adalah daftar pemenang 
lomba­lomba yang berhasil di­
menangkan Itjen: 
Juara I Lomba Kebersihan
Juara II Futsal
Juara II melukis layang­layang: 
Wachit (Staf Rumah Tangga)
Juara II Beregu Putri Tenis Meja
Juara III perorangan putri Tenis 
Meja: Etna (Inspektorat II)
Juara III lomba Kebugaran: Resti 
(Staf Rumah Tangga)
Juara III lomba Gasing: Wahyu Tri 
(Staf Perencanaan)
Selamat kepada para pe­
menang. Mari terus berkarya dan 
meraih prestasi lebih baik lagi 
dalam perlombaan selanjutnya. 
(Moch. Bambang S.)
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STEI Sebi Menyelenggarakan Gebyar Ekonomi 
Syariah (GES)
Radio Itjen Kemendikbud kedatangan tamu dari STEI Sebi (Sekolah Ting­
gi Ekonomi Islam Sebi) dalam 
rangka mempromosikan Acara 
Gebyar Ekonomi Syariah yang 
menjadi acara tahunan di kam­
pus STEI Sebi (12/05).
Tujuan Acara GES ini  adalah 
untuk membumikan dan mem­
perkenalkan Ekonomi Islam 
kepada masyarakat umum. Salah 
seorang di antara mereka menu­
turkan bahwa acara GES di tahun 
ini merupakan acara yang ke­10. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal 13 sampai 14 Mei 2016 di 
Depok Town Square (DETOS).
Adapun kegiatan yang 
terselenggara antara lain seminar 
nasional, talkshow kepemudaan, 
hiburan keren, unik, dan menarik 
dari mahasiswa Sebi, Pameran 
dari komunitas­komunitas se­ 
Depok dan berbagai macam ke­
giatan lainnya. (Tian & Aji)  
Irjen Kemendikbud & Irjen Kemenag Klarifikasi 
Data PNS Bodong
Inspektur Jenderal Kemen­dikbud Daryanto bersama  Inspektur Jenderal Kemenag 
M. Yasin menggelar konfe­
rensi pers Klarifikasi Data PNS 
Bodong kepada awak media di 
gedung B Itjen Kemendikbud, 
Senin (2/5).
Pada Konferensi Pers tersebut 
Daryanto mau pun M. Yasin me­
nyatakan bahwa apa yang diisukan 
terkait banyaknya PNS Bodong, 
baik di Kemendikbud mau pun Ke­
menag adalah tidak benar adanya. 
Daryanto mengatakan ber­
dasarkan data yang diterima dari 
BKN bahwa jumlah pegawai Ke­
mendikbud yang sudah melakukan 
registrasi di e-PUPNS berjumlah 
16.430 dari 19.174 jadi yang belum 
melakukan registrasi berjumlah 
2.744 lagi. 
Irjen Daryanto menam­
bahkan pokok persoalan utama 
terkait data pegawai di antaranya 
pegawai yang akan pensiun merasa 
tidak perlu melakukan registra­
si e-PUPNS, CPNS yang belum 
memiliki NIP, persoalan Internet, 
dan sebagainya. 
“Sehingga tidak benar adanya 
isu PNS Bodong yang beredar di 
luar sana, dan perlu diingat dalam 
hal ini negara tidak mengalami 
kerugian apa pun,” tegas Daryanto
Senada dengan Irjen Kemen­
dikbud, Irjen Kemenag M. Yasin 
memberikan klarifikasi berdasar­
kan data Simpeg Kemenag ada to­
tal 2.489 orang dari Kemenag yang 
diklarifikasi tidak merugikan nega­
ra. Adapun faktor­faktor penyebab 
seperti pegawai pensiun, batal 
diangkat, meninggal dan pindah 
Instansi menjadi rincian data oten­
tik dari Simpeg Kemenag sehingga 
isu PNS bodong adalah tidak benar 
adanya. (Nehru) 
Edisi I / 2016 - 11
Cuplikan Peristiwa
Mendikbud Ingin Siswa Jawab Tantangan Zaman 
Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional ta­hun 2016 dilaksanakan di 
depan gedung A Kemendikbud, 
Senin(2/5) dan dihadiri seluruh 
pegawai Kemendikbud dan per­
wakilan siswa­siswi dari bebera­
pa sekolah di Jakarta.
Mendikbud Anies Baswedan 
yang bertugas sebagai pembina 
upacara menyampaikan bahwa 
Hari Pendidikan Nasional dira­
yakan sebagai hari kesadaran 
tentang pentingnya kualitas ma­
nusia. “Manusia yang terdidik dan 
tercerahkan adalah kunci kema­
juan bangsa. Segala capaian yang 
kita raih sebagai individu mau 
pun bangsa kolektif tidak lepas 
dari persinggungan dengan pendi­
dikan,” kata Mendikbud.
Mendikbud juga menyebut­
kan bahwa dukungan yang perlu 
diberikan adalah memastikan 
apa yang dipelajari siswa saat ini 
adalah apa yang dibutuhkan un­
tuk menjawab tantangan zaman. 
“ Keterampilan utuh yang dibu­
tuhkan mencakup tiga komponen 
yaitu karakter, kemampuan lite­
rasi, dan kompetensi,” ujar Men­
dikbud.
Perayaan Hari Pendidikan 
Nasional tahun ini mengangkat 
tema “Nyalakan Pelita, Terangkan 
Cita­Cita.” Kemendikbud men­
canangkan bulan ini sebagai Bu­
lan Pendidikan dan Kebudayaan. 
Pemerintah ingin pendidikan be­
nar­benar berperan sebagai pelita 
bagi anak Indonesia dan dampak 
pendidikan dapat dirasakan 
seluruh anak Indonesia tanpa ter­
kecuali.  
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Upacara tahun ini berbeda 
dengan tahun­tahun sebelumnya. 
Atas kebijakan baru dari Men­
teri Pendidikan dan Kebudayaan 
Anies Baswedan, tahun ini para 
peserta upacara Hardiknas di­
wajibkan menggunakan pakaian 
adat yang serentak dilakukan di 
seluruh Indonesia. Mendikbud 
juga menjelaskan alasan tersebut 
karena perayaan Hardiknas ini bu­
kan hanya merayakan Hari Pen­
didikan, melainkan merayakan 
Bhineka Tunggal Ika dan Persatu­
an Indonesia.
Mendikbud juga turut mem­
berikan penghargaan Satyalan­
cana Karya Satya untuk pegawai 
yang telah mengabdi 10, 20 dan 
30 tahun kepada 228 pegawai ter­
masuk beberapa pegawai Itjen di 
antaranya Jupri (Kabag Umum) 
dan Sutoyo (Kabag PLP).  
Suasana perayaan Hardik­
nas tahun ini berlangsung meri­
ah, tetapi tetap khidmat. Acara 
dimulai dengan iring­iringan 
para pegawai unit utama den­
gan busana pakaian tradisional 
dan perwakilan siswa­siswi. 
Selain itu, disediakan makanan 
khas tra disional setelah upacara 
selesai dilaksanakan. (Moch. 
Bambang S.) 
Itjen Gelar FGD di LPMP Bali Terkait UN 
SMP/Sederajat
Dalam rangka koordinasi pengawasan UN SMP/Sederajat, Itjen adakan 
Focus Group Discussion (FGD) di 
LPMP Provinsi Bali pada Kamis 
(28/4). FGD ini mengundang 
kepala sekolah SMP/Sederajat di 
Bali, perwakilan dari BPCB Bali, 
dan perwakilan dari LPMP Bali.
Dalam FGD kali ini diun­
dang narasumber dari Kepala 
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 
Olahraga (Kepala Disdikpora) 
Provinsi Bali Tya Kusuma War­
dhani, Kepala LPMP Provinsi 
Bali I Made Alit Mariyana, Ses 
Itjen Kemendikbud Hindun Basri 
Purba, dan Irjen Kemendikbud 
Daryanto.
Pengawasan UN perlu 
dikoordinasikan dengan kepala 
sekolah karena adanya isu­isu 
yang merebak terkait kecurangan 
dalam pelaksanaan UN. Dalam hal 
ini, Itjen menekankan pentingnya 
integritas dalam menyukseskan 
pelaksanaan UN SMP/Sederajat 
pada bulan Mei mendatang. 
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Menteri ESDM: 
Kejayaan Indonesia Tergantung Reformasi Birokrasi
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said 
menegaskan, mencapai kejayaan 
Indonesia yang diprediksi terjadi 
tahun 2050 tidak lagi bersandar 
kepada kemurahan sumber daya 
alam semata dan mapannya 
demokratisasi, tetapi sangat ter­
gantung tentang sejauh mana 
kualitas dari hasil proses refor­
masi birokrasi.
Ini adalah sebuah tantangan 
besar bagi semua pihak dalam 
hal memajukan Indonesia untuk 
nantinya mampu bersaing dengan 
negara­negara besar lainnya.
Menteri ESDM mengemu­
kakan hal itu di Denpasar Bali 
hari Kamis (28/4) ketika berbi­
cara dihadapan ratusan peserta 
Seminar Nasional Internal Audit 
(SNIA) yang dipandu moderator 
Inspektur Jenderal Kemendikbud 
Daryanto.
Sebagai tokoh yang paling 
bertanggung jawab terhadap pe­
ngelolaan sumber daya alam yang 
berbasis ESDM, Sudirman Said 
menyingkap bahwa dengan meng­
audit seluruh mata rantai proses 
birokrasi di lingkungan kemente­
riannya, ternyata banyak hal yang 
dapat dilakukan pemangkasan 
aturan hingga jauh lebih efektif 
dan efisien untuk bersaing dengan 
negara lain.
“Kita harus optimis bahwa 
Indonesia jaya itu bukan mimpi 
lagi,” tegasnya dengan menyebut 
bahwa posisi Indonesia saat ini 
masih berada pada posisi ke­9 
yang diperhitungkan dunia dan 
tidak mustahil menjadi negara de­
ngan Pendapatan domestik bruto 
urutan ke­4 dunia.
Tentu tidak mudah menca­
pai kejayaan itu tanpa didukung 
pengembangan leadership yang 
tidak lagi menganut faham feo­
dalistik dengan simbol pemimpin 
ibarat “tiang bendera” yang selalu 
minta dihormati tanpa memiliki 
watak leadership sejati.
Gaya kepemimpinan “tiang 
bendera” itu, belakangan ini su­
dah mulai ditinggalkan dan ma­
kin terlihat gaya kepemimpinan 
konduktor disebuah orkestra 
yang memimpin kelompok indi­
vidu profesional di bidang mas­
ing­masing.
Tumbuhnya banyak pemim­
pin yang mumpuni, tidak lain 
adalah buah dari keseriusan pro­
ses reformasi birokrasi. Diban­
ding negara lain, Indonesia sudah 
memiliki potensi dan daya saing 
tinggi terutama dari perspektif 
kekuatan pasar dengan jumlah 
populasi penduduk, kemudian 
makin membaiknya manajemen 
sumber daya alam yang mampu 
memantik pertumbuhan 
investasi.
“Dulu banyak pihak 
meragukan kemampuan 
Indonesia dalam praktik 
demokratisasi dan bahkan 
tidak sedikit meramalkan 
menjadi negara Balkan 
kedua yang memporak­ 
porandakan kesatuan ber­
bangsa dan bernegara.”
“Coba kita lihat fakta, ada­
kah proses demokratisasi seperti 
pemilihan presiden, legislatif 
sampai Pilkada mencerai­beraikan 
NKRI?” katanya dengan nada ta­
nya kemudian dijawabnya sendiri 
dengan fakta bahwa Indonesia 
sudah mampu melewati masa 
sulit itu.
Keberhasilan reformasi 
birokrasi, tidak hanya memberi 
manfaat bagi pihak di luar bi­
rokrasi tetapi secara mendasar 
bakal tumbuh lebih banyak lagi 
pemimpin profesional baru yang 
mengelola pegawai profesional 
pula.
“Selaku profesional, pekerja 
tidak lagi sebagai bentuk peng­
hambaan,” kata Sudirman.
Pemimpin yang berkarakter 
seperti itu, tidak terlepas dari si­
fat sifat dasar berupa sosok yang 
memiliki kredibilitas dan pemim­
pin yang kredibel tentu sudah 
memiliki integritas, kompetensi, 
dan networking yang baik seka­
ligus menghindari watak interes 
pribadi. (M. Taufik, Ririn) 
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Tingkatkan Kompetensi Auditor, Inspektorat 
II Gelar Workshop Standar Biaya
Acara Pembukaan Work-shop Inspektorat II de­ngan tema “Pemahaman 
Standar Biaya Masukan dalam 
Rangka Peningkatan Kompetensi 
Auditor” dibuka oleh Inspektur 
Jenderal dan berlangsung selama 
3(tiga) hari mulai Rabu s.d. Ju­
mat (27­29/4) bertempat di hotel 
Amos Cozy, Jakarta. “Kami akan 
melaksanakan 3 kegiatan, yaitu 
SBM (Standar Biaya Masukan), 
pajak, dan seminar pengadaan 
barang dan jasa,” ujar Agustina 
selaku ketua pelaksana.
Inspektur Jenderal dalam 
sambutannya menyampaikan 
Peraturan menteri keuangan RI 
no.33/PMK.02.2016 Standar Ten­
tang Biaya Masukan Tahun Ang­
garan 2017. “Peraturan ini fokus­
nya ada dua. Peraturan yang per­
tama cari yang teringgi, peraturan 
kedua cari estimasi/perkiraan. 
Kedua peraturan ini diharapkan 
para auditor bisa memahami se­
hingga tidak akan kesulitan, para 
auditor juga harus melakukan 
keputusan dan pertimbangan 
dari luar. Kemudian menghadir­
kan narasumber untuk memberi 
pencerahan kepada kita,” katanya. 
Acara ini turut pula dihadiri 
Inspektur II Maralus Panggabean 
serta 71 peserta yang terdiri dari 
Auditor Inspektorat II dan Unit 
utama Kemendikbud. (Rizky) 
Kredibilitas Kepala Sekolah Dipertaruhkan 
Dalam Pelaksanaan UN
Irjen Kemendikbud, Daryanto, menegaskan posisi kepala sekolah menjadi tokoh sen­
tral dalam keberhasilan ujian 
nasional (UN) selain pemangku 
kepentingan bidang pendidikan 
lainnya.
“Di pundak bapak dan ibu 
kepala sekolah, amanah negara 
diberikan untuk memperbaiki 
mutu pendidikan bangsa,” ungkap 
Irjen di hadapan kepsek SMP dan 
sekolah sederajat se­Denpasar Bali 
hari Kamis.
Segala upaya yang dilakukan 
berupa pengawasan ketat yang 
melibat aparat penegak hukum 
dari mulai pencetakan soal ujian 
hingga sampai ke pihak pengelola 
sekolah atau pembentukan posko 
di mana­mana hanya salah satu 
cara agar proses ujian berjalan se­
suai ketentuan. Namun, akhirnya 
terpulang kepada Kepsek selaku 
penanggung jawab ketika kertas 
soal UN diberikan kepada peserta 
ujian.
Daryanto menyingkap kre­
dibelitas akan teruji jika seseorang 
memiliki karakter kuat sebagai 
pemimpin yang berintegritas, 
memiliki jaringan yang luas na­
mun menghindari sifat ego priba­
di. Pertemuan yang juga dihadiri 
Kepala Dinas Pendidikan provinsi 
Bali itu, merupakan bagian dari 
upaya sosialisasi kesiapan UN 
dengan tema “Prestasi penting, ju­
jur yang utama.” (M. Taufik) 
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Auditor Itjen Kemendikbud Jadi Wisudawan QIA 
Terbanyak
Itjen Kemendikbud menerima penghargaan karena termasuk dalam lembaga yang mengi­
rimkan auditor untuk menjadi 
wisudawan QIA terbanyak. Peng­
hargaan diberikan pada Rabu 
(27/4) di area Garuda Wisnu 
Kencana, Nusa Dua, Bali dalam 
acara gala dinner.
Itjen Kemendikbud men­
duduki peringkat keenam sebagai 
lembaga yang telah menghasilkan 
wisudawan QIA terbanyak dengan 
jumlah wisudawan sebanyak 24 
orang. Peringkat pertama jatuh 
pada Itjen Kemenhub yang meng­
hasilkan 40 orang. Dalam acara 
penyerahan penghargaan ini, Ses 
Itjen Hindun Basri Purba tampil 
ke atas panggung untuk mene­
rima penghargaan mewakili Itjen 
Kemendikbud.
Gala dinner ini merupa­
kan bagian dari rangkaian acara 
 Seminar Nasional Internal  Auditor 
Tahun 2016 yang diadakan sejak 
Rabu (27/4) pagi sampai  de ngan 
Kamis (28/4) sore. Acara ini 
 dihadiri oleh narasumber yang 
berkompeten dalam bidang audit. 
Pada esok hari, Irjen 
 Ke men dikbud dijadwalkan 
 menjadi moderator dalam aca­
ra yang menghadirkan Menteri 
ESDM Sudirman Said sebagai 
pembicara.
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Itjen Gelar Rapat Anggota Tahunan Koperasi
Pengurus Koperasi Itjen Kemendikbud menggelar Rapat Anggota Tahunan 
(RAT) pada Senin (25/4) di ruang 
sidang 6.1 Gedung B Itjen Ke­
mendikbud. 
Rapat ini dibuka secara 
langsung oleh Irjen Kemendikbud 
Daryanto. Inspektur 1 Karya­
ningsih yang juga menjadi Ketua 
Koperasi Itjen Kemendikbud 
menyampaikan laporan pertang­
gungjawaban koperasi tahun 2016. 
Rapat ini dihadiri oleh ang gota 
koperasi Itjen Kemendikbud ter­
masuk para Kabag, Kasubbag, ser­
ta pegawai Itjen Kemendikbud.
Galeri Nasional Gelar Pameran Seni Rupa Karya 
Guru Tahun 2016
Untuk kedua kalinya Galeri Nasional meng­gelar pameran seni rupa 
karya guru seni budaya dari 
seluruh sekolah di Indonesia. 
Berbeda dengan pameran se­
belumnya yang diadakan di Galeri 
Nasional, pada tahun ini pameran 
digelar di Plaza Insan Berprestasi 
Gedung Ki Hadjar Dewantara 
(Gedung A) Kemendikbud. Acara 
dibuka oleh Mendikbud Anies 
Baswedan pada Senin (25/4).
“Tahun ini karya yang masuk 
sekitar 230­an. Ada 65 karya yang 
the best dan dipajang di sini,” ujar 
Rama, salah seorang panitia dari 
Galeri Nasional. 65 karya terbaik 
yang dipajang merupakan hasil 
dari 65 orang peserta dari 60 seko­
lah di 17 provinsi di Indonesia.
Pameran akan berlangsung 
sampai bulan depan, tepatnya 
sejak 25 April sampai dengan 6 
Mei 2016 bertempat di Plaza Insan 
Berprestasi, lantai 1, Gedung A 
Kemendikbud. 
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UN SMA/SMK Secara Nasional Berjalan Lancar, 
Laporan Pengaduan UN Menurun Drastis
Pelaksanaan Ujian Nasio­nal (UN) jenjang Sekolah Menengah Atas/Sederajat 
dan Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) tahun 2016 pada hari ter­
akhir pelaksanaan UN berbasis 
kertas Rabu (6/4) berdasarkan 
laporan dari tingkat provinsi 
berjalan dengan lancar. Begitu 
juga penyelenggaran UN Ber­
basis Komputer (UNBK) yang 
diselenggarakan sampai Kamis 
siang (7/4) secara nasional ber­
jalan dengan lancar.
“Sesuai hasil informasi 
yang dihimpun secara nasional 
oleh Posko UN dan pemantauan 
langsung di lapangan, penyeleng­
garaan UN secara keseluruhan 
berjalan dengan lancar. Adapun 
jika terdapat masalah yang terjadi 
dapat diselesaikan dengan segera 
menurut skalanya dan sesuai 
Prosedur Operasi Standar (POS) 
UN,” kata Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud) Anies 
Baswedan, di kantor Kemen­
dikbud, Senayan, Jakarta, Rabu 
(07/04/2016).
Berdasarkan laporan yang 
dihimpun dari Posko UN yang ter­
diri dari lima satuan kerja,  yakni 
Biro Komunikasi dan Layanan 
Masyarakat (BKLM), Badan Stan­
dar Nasional Pendidikan (BSNP), 
Inspektorat Jenderal Kemen­
dikbud (Itjen), Sekretariat Badan 
Penelitian dan Pengembangan 
Kemendikbud (SetBalitbang), 
Pusat Penilaian Pendidikan (Pus­
pendik) jumlah pengaduan yang 
disampaikan dibandingkan tiga 
tahun terakhir telah menurun 
jumlahnya.
Jumlah laporan yang dihim­
pun sejak dua hari menjelang UN 
hingga hari keempat UN pada 
tahun 2013 berjumlah 622 pelapor, 
tahun 2014 berjumlah 587 pelapor, 
tahun 2015 berjumlah 365 pelapor, 
dan tahun 2016 berjumlah 184 
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pelapor. “Ini menunjukan adanya 
penurunan yang luar biasa terha­
dap permasalahan UN,” ujar Men­
dikbud.
Terdapat beberapa  laporan 
yang disampaikan kepada Posko 
UN Kemendikbud pada hari Rabu 
6 April 2016, seperti di Provinsi 
Kepulauan Riau terdapat  masalah 
kekurangan naskah di SMA 
 Negeri 8. Masalah kekurangan 
naskah tersebut dapat diatasi 
dengan melakukan penggan­
daan (Fotokopi) naskah dengan 
pe ngawasan sesuai POS UN. 
Selanjutnya pada Provinsi Jawa 
Barat terdapat laporan bahwa 
satu peserta ujian sakit sehingga 
tidak dapat melaksanakan UN di 
sekolah. Permasalahan tersebut 
dapat diatasi sesuai POS UN dan 
kesanggupan siswa melaksanakan 
ujian di rumah sakit tempat siswa 
tersebut dirawat.
Pada Provinsi Sulawesi Sela­
tan terdapat laporan kepada Posko 
UN tentang keberbedaan isi sam­
pul naskah dengan isinya se hingga 
mengakibatkan kekurangan 
naskah soal. Permasalahan terse­
but dapat diatasi dengan meng­
gunakan naskah soal ca dangan 
dari kelas lain sesuai dengan POS 
UN. Kemudian Provinsi Papua 
terdapat satu sekolah mengala­
mi mati listrik, dan dapat diatasi 
 dengan menggunakan genset.
Mengenai UN Pendidikan 
Kesetaraan (UNPK) Paket C ada 
catatan di Provinsi Sulawesi Se­
latan, terdapat 202 siswa peserta 
ujian nasional Paket C tidak hadir 
dalam pelaksanaan ujian. Hal 
tersebut dimungkinkan terjadi 
karena terdapat beberapa peserta 
ujian tidak mendapatkan izin dari 
perusahaan tempat siswa tersebut 
bekerja. Dalam hal ini Mendikbud 
Mengimbau kepada perusahaan 
yang memiliki karyawan mengi­
kuti program pendidikan Paket C 
untuk memberikan izin kepada 
karyawan tersebut mengikuti UN.
“Bila memiliki karyawan 
yang ingin ikut UN, justru kita 
harus dorong, dan jangan meng­
halangi mereka,” demikian disam­
paikan Mendikbud saat meninjau 
pelaksanaan UNPK di Yayasan 
Pendidikan Islam Al­ Muhajirin 
Depok, Jawa Barat, Rabu 
(06/04/2016).
Permasalahan yang dialami 
oleh peserta UNPK tersebut dapat 
diatasi sesuai dengan POS UN 
yakni mengikuti ujian susulan. 
“Kami berharap para pimpinan 
perusahaan dapat memberikan 
izin kepada peserta UNPK untuk 
mengikuti ujian. Karena dengan 
ia dapat menyelesai UN dengan 
baik maka ia bisa mengubah nasib 
mereka menjadi lebih baik dan 
bisa mendapatkan kesempatan 
untuk meningkatkan karier,” pe­
san Mendikbud. (BKLM Kemen­
dikbud) 
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Peringatan Hari Kartini Tahun 2016 di Kemendikbud
Peringatan Hari Kartini diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan 
Kemendikbud di Graha Utama, 
Kemendikbud (21/04). Dalam 
sambutannya Nuri Daryanto 
mengatakan, “Terselenggaranya 
acara ini untuk memperingati 
hari lahirnya R.A. Kartini yang 
ke­137. Adapun tujuan dari tema 
“Perempuan Indonesia pejuang 
pendidikan keluarga, turut me­
lestarikan buah dan sayur lokal 
adalah untuk menjadikan pe­
rempuan Indonesia dapat mem­
bangun keluarga yang lebih sehat 
dan kreatif dalam menciptakan 
makanan lokal (Indonesia).” 
Budiarti Didik juga menuturkan 
dalam sambutanya, “Tujuan 
acara ini adalah menampilkan 
kegiatan­kegiatan yang berman­
faat guna untuk membangun 
 wanita­wanita dalam memba­
ngun keluarga.”
Mengonsumsi pangan lokal 
menjadi perhatian penting bagi 
seluruh masyarakat Indonesia, 
khususnya perempuan. Seperti 
yang dituturkan oleh Fery Farhati 
Anies Baswedan, “Kartini adalah 
pelita, kaum perempuan yang 
memiliki misi ke depan dan kritis. 
Karya Buku Habis Gelap Terbitlah 
Terang, menggambarkan penting­
nya pendidikan berintelektual. 
Belajar merasakan, berpikir, dan 
berkata­kata. Oleh karena itu 
pendidikan sangatlah penting 
bagi perempuan.”
Tema ini menekankan pen­
tingnya perempuan untuk me­
ngonsumsi sayuran dan buah lo­
kal. Melalui lomba ini diharapkan 
mampu melahirkan kreativitas, 
pemahaman, pembelajaran bagi 
keluarga Indonesia. 
Dalam acara ini juga diada­
kan lomba menata sayur dan buah 
lokal dari delapan kelompok yang 
berasal dari perwakilan Sekjen, 
Itjen, Balitbang, Dirjen PAUD 
Dikmas, Dirjen Kebudayaan, Dik­
dasmen, Dirjen GTK, dan Badan 
Bahasa. Acara ini juga dimeriah­
kan dengan fashion show busana 
dari Meeta Fauzan dan beberapa 
stand bazaar. ( Wachit) 
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World Culture Forum 2016 Tidak Hanya Culture 
Journey Tapi Culture Experience
Pengumuman resmi pelak­sanaan World Culture Forum (WCF) 2016 “Cul-
ture for an Inclusive Sustainable 
Planet” dihadiri oleh Mendikbud 
Anies Baswedan dan Dirjen Ke­
budayaan, Hilmar Farid pada 
Senin (18/04) di Aula Graha Uta­
ma, lantai 3, Gedung A Kemen­
dikbud. 
Dalam konfrensi pers terse­
but, Mendikbud mengatakan 
acara ini akan dihadiri 1.500 
peserta, 200 di antaranya adalah 
pemuda. “Kekayaan kita, Indo­
nesia, adalah menu utama. Ti­
dak hanya menjadi tuan rumah 
dalam suatu event, tetapi men­
jadi negara interaksi di seluruh 
dunia. 
Penyelenggara kali ini ber­
beda dari sebelumnya. Tidak ha­
nya culture journey tapi culture 
experience,” ujar Mendikbud. 
Pelaksanaan WCF 2016 memang 
berbeda dari sebelumnya. Peser­
ta tidak hanya duduk di ruangan 
untuk berdiskusi, tetapi mera­
sakan langsung suasana dan ke­
budayaan pulau dewata dengan 
terjun langsung ke masyarakat.
Anies Baswedan menam­
bahkan bahwa WCF melibatkan 
pejabat, masyarakat sipil, in­
dustri, anak muda, akademisi, 
dan komunitas. Mendikbud juga 
berharap, WCF 2016 bisa men­
jadi jembatan, minimal antara 
tiga komponen yaitu jembatan 
masa lalu dan masa depan, ge­
nerasi kemarin dan masa depan 
dan warisan kemarin dan ladang 
baru yang modern. (Wachit & 
Moch. Bambang) 
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Kemendikbud dan Kemenpan Diskusikan Penilaian 
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kemendikbud adakan diskusi dengan mengun­dang Deputi RB Kemen­
pan yang membahas upaya untuk 
meningkatkan nilai Reformasi 
Birokrasi di lingkungan Kemen­
terian Pendidikan dan Kebu­
dayaan. Diskusi diadakan pada 
Selasa (19/4) di ruang sidang 3.1 
Gedung B Itjen Kemendikbud. 
Fokus dalam diskusi ini ada­
lah Zona Integritas sebagai salah 
satu komponen penilaian dalam 
reformasi Birokrasi. Menurut 
Ateh, masih banyak Kementerian/
Lembaga yang salah kaprah dalam 
memahami apa itu Zona Integri­
tas. 
“Zona Integritas (ZI) bukan 
hanya pencanangan dengan se­
remonial tari­tarian, melainkan 
pencanangan unit­unit pendi­
dikan dan kebudayaan perconto­
han yang kemudian di perbanyak 
dan ditularkan secara luas dan 
berkelanjutan,” papar Ateh selaku 
Deputi Bidang Reformasi Birokra­
si, Akuntabilitas Aparatur, dan 
Pengawasan. 
Ateh memberikan contoh ZI 
yaitu program KPP percontohan 
di Ditjen Pajak, setelah sistem 
yang bagus berhasil diterap­
kan, maka di­copy ke KPP lain 
sehingga terintegrasi suatu sistem 
yang baik di seluruh Indonesia.
Diskusi ini dihadiri oleh 
Mendikbud, Inspektur Jenderal, 
Sekretaris Jenderal, seluruh Kepa­
la Biro dan Ses Ditjen, dan para 
Inspektur di Kementerian Pendi­
dikan dan Kebudayaan. (Abun) 
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Irjen Menjadi Moderator Diklat Qualified Internal 
Auditor (QIA)
Mendikbud Anies Bas­wedan menghadiri acara Pendidikan 
dan pelatihanQualified Inter-
nal Auditor (QIA) kelas ekse­
kutif bagi pejabat eselon 1 dan 
auditor utama di lingkungan 
Kementerian/Lembaga di Ho­
tel Aryaduta, Jakarta, Sabtu 
(16/4).
Acara ini dihadiri berbagai 
perwakilan Kementerian dan 
Lembaga termasuk para inspek­
tur jenderal dari berbagai ke­
menterian, seperti Irjen Kemen­
keu, Kemen PU, Kemendagri, 
hingga Kemenristek Dikti.
Acara ini terselenggara atas 
kerjasama PUSDIKLATWAS 
BPKP dan Pusat Pengembangan 
Internal Audit (PPIA YPIA).
Inspektur Jenderal Kemen­
dikbud Daryanto dijadwalkan 
hadir sebagai moderator dari 
Narasumber Menteri ESDM 
Sudirman Said, dan Mendikbud 
Anies Baswedan pada sesi perta­
ma dan kedua, Sabtu (16/4).
Acara diklat QIA Executive 
Program berlangsung selama dua 
hari sampai besok (17/4) dengan 
membahas topik­topik penting 
seperti assesment based on expe-
rience atas strategi IA pemerin­
tah, revolusi mental peningkatan 
APIP, Implementasi Manaje­
men Resiko, hingga sharing 
 session pengembangan kualitas 
APIP. (Tian/Nehru) 
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Itjen Gelar Acara Harmoni bersama Masyarakat 
Inspektorat Jenderal Ke­mendikbud melaksanakan acara “Harmoni Bersama 
Masyarakat oleh Keluarga Besar 
Inspektorat Jenderal dan Dharma 
Wanita Persatuan (DWP) Itjen 
Kemendikbud.
”Acara ini bertujuan untuk 
mendekatkan dan mengenalkan 
Inspektorat Jenderal kepada mas­
yarakat dan dilakukan berdasar­
kan anjuran Mendikbud Anies 
Baswedan agar dapat memas­
yarakatkan visi misi Kemendikbud 
dan melibatkan seluruh lapisan 
masyarakat dalam kegiatan yang 
dilakukan oleh Kemendikbud. 
Acara dibuka oleh Inspektur 
Jenderal Kemendikbud Daryanto 
di depan Gedung Itjen Kemen­
dikbud dan dihadiri pula oleh 
Sekretaris Jenderal Kemendik­
bud Didik Suhardi. Acara ini 
diramaikan oleh seluruh warga 
Inspektorat Jenderal Kemendik­
bud, komunitas band indie, dan 
 komunitas car-free-day.
Acara digelar pada Ming­
gu (10/4) dan rencananya akan 
digelar oleh Kemendikbud pada 
setiap Minggu bersamaan dengan 
car-free-day, di 






dari Gita Pancaran 
SD Pancoran 01 
Jakarta, beberapa 
band Indie Seperti 
La Hila Band, 5 
Sekawan, Jasumi, 




Radio Itjen, stand 
cek kesehatan, 
dan stand konsultasi masyarakat 
 tentang pendidikan. Dengan 
adanya acara ini, diharapkan 
meningkatkan pelibatan ma­
syarakat dalam dunia pendidikan 
dan kebudayaan. (Nehru) 
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Irjen Sidak ke SMAN 30 dan SMKN 26 Jakarta
Irjen Kemendikbud  Daryanto bersama Deputi Kepala BPKP bidang Polsoskam 
PMK  Binshar H Simandjuntak 
melakukan Sidak dan Peman­
tauan pelaksanaan UN di dua lo­
kasi, yaitu SMAN 30 Jakarta dan 
SMKN 26 Jakarta pada Kamis 
(7/4). 
Hal ini dilakukan untuk 
memastikan kembali pelaksanaan 
UN berjalan dengan lancar tanpa 
ada halangan apa pun. Dalam per­
siapan pelaksanaan UN ada dua 
hal yang menjadi fokus utama. 
Pertama, jaringan internet dan 
penambahan komputer sesuai 
evaluasi UN tahun 2015. Kedua, 
pelaksanaan gladiresik oleh para 
pengawas sesuai prosedur yang 
ditetapkan oleh Puspendik. 
Irjen menyampaikan tu­
juan mengikutsertakan BPKB 
adalah sebagai pengawasan dan 
pendukung pelaksanaan UN 
yang independen. Binshar H 
 Simandjuntak dalam konferensi 
pers di SMAN 30 mengatakan 
bahwa dalam rangka Ujian Na­
sional segala sesuatunya harus 
berjalan dengan baik, dan ini 
adalah tahun kedua pelaksanaan 
UN menggunakan komputer, dan 
semua pihak perlu mengantisi­
pasi kendala yang bersifat teknis. 
Binshar juga menyampaikan, 
“Dengan adanya pelaksanaan UN 
berbasis komputer (UNBK) di­
harapkan hasilnya lebih baik, pe­
ngamanannya lebih baik, dan jika 
ada rumor kebocoran ujian, saya 
nyatakan itu adalah tidak benar 
dan sudah ada langkah­langkah 
untuk mengantisipasinya. Dengan 
peserta 7,6 juta di seluruh Indo­
nesia diharapkan berjalan lancar, 
aman, dan tidak ada masalah apa 
pun”.
Irjen Daryanto menambah­
kan pengawas yang berpotensi 
melakukan kecurangan adalah 
yang berbasis kertas, tetapi yang 
berbasis komputer diyakini tidak 
akan melakukan kecurangan. Se­
bab, di samping perbedaan soal, 
pengawas juga diberikan pelati­
han mengenai pelaksanaan UN 
ini.
Adapun di lokasi kedua, 
SMKN 26, Irjen menyampaikan 
pesan agar mempertahankan 
status sebagai sekolah berinte g­
ritas, dengan jumlah siswa yang 
mencapai 1000 orang dan luas 2,6 
hektar dilengkapi segala aspek 
pendukung yang ada, diharapkan 
sekolah ini dapat menciptakan 
para tunas pemimpin bangsa yang 
berintegritas. (Nehru) 
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Irjen Sidak UN ke SMAN 70 Jakarta
Inspektur Jenderal Kemendikbud Daryanto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke 
SMA 70 Jakarta pada Senin (4/4).  Sidak yang dilakukan oleh Irjen Daryanto dengan 
tujuan memastikan naskah Ujian Nasional masih dalam tersegel dan memastikan 
pelaksanaan Ujian Nasional kali ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apa 
pun. 
SMAN 70 Jakarta dijadikan lokasi penyimpanan dan pe­ngambilan Lembar Jawaban 
Komputer (LJK) UN Paper Based 
Test/Ujian Berbasis Kertas PBT 
dari beberapa sekolah yang masuk 
rayon 13, seperti SMA PSKD 4, 
SMA Budi Waluyo, dan SMA 28 
Oktober. Dalam wawancaranya, 
Irjen Daryanto juga mengatakan 
dengan menggandeng pihak ke­
polisian setempat tentu keamanan 
naskah lebih terjamin, dan akan 
memberikan sanksi kepada pe­
ngawas atau pihak­pihak yang ter­
libat dalam kecurangan di dalam 
pelaksanaan UN 2016 di seluruh 
Indonesia. 
Irjen Daryanto juga membe­
rikan informasi kepada masya­
rakat bahwa Kemendikbud 
menyediakan dua buah posko 
pengaduan UN, yaitu di Pusat 
Penilaian Pendidikan (Puspendik) 
dan di Inspektorat Jenderal (Itjen) 
Kemendikbud.
Sekolah Berbasis Komputer 
(UNBK) 
Hari pertama ujian nasi­
onal (UN) 2016 jenjang SMA/
sederajat diselenggarakan hari ini 
(4/4/2016). Presiden Joko Widodo 
dalam akun media sosial resminya 
mengimbau seluruh peserta UN 
agar mempersiapkan diri  dengan 
baik dalam UN hingga akhir 
pelaksanaannya.
“Siapkan diri dengan baik, 
konsentrasi belajar, dan berani 
jujur untuk raih prestasi terbaik,” 
ujar Jokowi dikutip dari akun me­
dia sosial resminya.
Senada dengan penyelengga­
raan UN pada hari pertama, Men­
teri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud) Anies Baswedan, 
didampingi Gubernur Jawa Timur, 
Soekarwo, dan Walikota Surabaya 
Tri Rismaharini, berkesempatan 
meninjau pelaksanaan ujian nasi­
onal berbasis komputer (UNBK) 
di SMA Hangtuah 1 Surabaya dan 
SMA 8 Surabaya, Jawa Timur. Par­
tisipasi sekolah dalam menyeleng­
garakan UNBK di kota pahlawan 
itu mencapai 100 persen.
Salah satu hal menarik dalam 
penyelenggaraan UNBK di SMA 
Hangtuah 1 Surabaya, Jawa Timur, 
adalah UNBK  diselenggarakan 
tiga sesi setiap harinya. UNBK di 
sekolah itu diikuti serentak oleh 
160 siswa untuk setiap sesi.
Tercatat tahun 2016 ini, 
sekolah­sekolah di Indonesia 
yang menyelenggarakan UNBK 
meningkat hampir 900 persen 
atau total sekitar 4.400 sekolah. 
Tahun sebelumnya UNBK hanya 
diselenggarakan oleh sekitar 500 
sekolah saja dari total sekitar 
79.000 sekolah penyelenggara UN 
di Indonesia.
Provinsi dengan tingkat 
partisipasi terbesar UNBK 2016 
adalah Yogyakarta. Sementara 
Propinsi Papua dan propinsi baru 
Kalimantan Utara (Kaltara) juga 
masuk dalam daerah yang dengan 
tingkat partisipasi UNBK tinggi 
dimana Papua sebesar 10 persen 
dan Kaltara sebesar 20 persen.
Secara nasional siswa yang 
mengikuti UNBK juga mengalami 
peningkatan drastis. Sebanyak 
170.000 siswa tahun lalu, tahun 
2016 ini menjadi sekitar 921.000 
siswa. Rinciannya sekitar 156.171 
siswa SMP dan MTs, serta seki­
tar  267.230 siswa SMA dan MA 
di seluruh Indonesia, sedangkan 
untuk SMK sekitar  498,177 siswa. 
UNBK tahun 2016 ini untuk setiap 
jenjang sekolah kurang lebih 1.010 
SMP dan MTs, 1.297 SMA dan MA, 
serta 2.103 SMK di seluruh Indo­
nesia.
Pada penyelenggaraan tahun 
kedua ini UNBK masih menggu­
nakan sistem semi-online, yaitu 
soal dikirim dari server pusat 
secara online melalui jaringan 
(sin kronisasi) ke server lokal 
(sekolah), kemudian ujian siswa 
dilayani oleh server lokal (seko­
lah) secara offline. Selanjutnya ha­
sil ujian dikirim kembali atau di­
unggah dari server lokal (sekolah) 
ke server pusat secara online. 
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UNESCO Akui Keberhasilan Indonesia dalam Promosi 
Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan  
Prestasi pendidikan di Indo­nesia kembali diakui dunia dengan meraih Penghar­
gaan UNESCO­Japan Prize 2015 
bidang Pendidikan untuk Pem­
bangunan Berkelanjutan atau 
Education for Sustainable De-
velopment (ESD). Penghargaan 
tersebut diberikan kepada Ke­
menterian Pendidikan dan Kebu­
dayaan (Kemendikbud) melalui 
Pusat Pengembangan Pendidikan 
Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat (PP PAUD dan Dik­
mas) Jawa Barat, sebagai wujud 
penilaian UNESCO terhadap 
keberhasilan Indonesia dalam 
mempromosikan ESD, dalam 
rangka program aksi dunia (GAP) 
untuk ESD.
“Di hari ini izinkan saya atas 
nama pemerintah menyampaikan 
apresiasi dan terima kasih atas 
semua pengabdian, dan prestasi 
yang diraih dalam bidang ESD. 
Prestasi yang diraih ini sebagai 
tonggak kepercayaan yang menan­
dai langkah selanjutnya untuk 
menumbuhkan generasi berkua­
litas melalui pendidikan untuk 
pembangunan yang berkelanjutan,” 
demikian disampaikan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan (Men­
dikbud) Anies Baswedan pada aca­
ra Sosialisasi Penghargaan Interna­
sional UNESCO­Japan 2015 bidang 
ESD, di kantor Kemendikbud, Rabu 
(30/03/2016).
Program yang dirancang 
oleh PP PAUD dan Dikmas Jawa 
Barat ini bertujuan untuk men­
ciptakan wirausahawan baru ber­
basis keunggulan dan daya saing 
lokal untuk meningkatkan taraf 
kesejahteraan masyarakat. Selain 
itu juga program ini diupayakan 
untuk melestarikan budaya lokal, 
serta mempertahankan konservasi 
lingkungan. Metode yang dite­
rapkan menggambarkan kondisi 
kehidupan nyata melalui titik 
masukan kewirausahaan dengan 
berbagai keterampilan vokasional, 
seperti kerajinan tangan wayang 
Kemendikbud melakukan sosialisasi Penghargaan UNESCO-Japan Prize 2015 yang dihadiri oleh Direktur UNESCO Shahbaz Khan, 
Mendikbud Anies Baswedan, Dirjen PAUD Dikmas Harris Iskandar, dan pejabat esselon 1 Kemendikbud serta jajaran pejabat UNESCO.
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dan ukiran, budidaya ikan air 
tawar, pertanian sayuran organik, 
dan vokasinal lainnya yang meng­
gunakan bahan­bahan limbah dan 
daur ulang sebagai bahan baku.
Program tersebut merupakan 
pendekatan inovatif bagi pengem­
bangan keterampilan kewira­
usahaan dan pemenuhan kebutuh­
an ekonomi lokal, interaksi sosial, 
dan pemanfaatan sumber daya ber­
dasarkan prinsip­ prinsip pedagogi 
dan keberlanjutan.  Selain itu, prog­
ram tersebut bermuara pada mun­
culnya ekonomi lokal yang men­
cukupi, interaksi masyarakat yang 
kohesif dengan mempertahan kan 
budaya lokal, dan menjamin pendi­
dikan untuk pembangunan keber­
lanjutan melalui praktik nyata.
Dalam kesempatan ini, Men­
dikbud mengajak kepada para pe­
mangku kepentingan pendidikan 
Nonformal dan Informal di Indone­
sia dapat bersama­sama menunjuk­
kan kepada dunia bahwa PAUD dan 
Dikmas merupakan ujung tombak 
pendidikan untuk pembangunan 
keberlanjutan yang mampu men­
transformasikan peserta didik ke 
arah perubahan menuju dunia yang 
lebih adil dan berkelanjutan.
Kemudian juga mam­
pu mengintegrasikan dimensi 
ekonomi, sosial budaya dan 
lingkungan, serta membantu pe­
serta didik memahami keterkaitan 
di antara ketiganya, dan memam­
pukan mereka dalam mengambil 
tindakan yang tepat. “Yang ter­
penting adalah dapat menunjukan 
pendekatan yang inovatif terhadap 
ESD yang mengisyaratkan kita ha­
rus keluar dari kebiasaan, dan men­
coba untuk berpikir out of the box,” 
tutur Mendikbud.
Pada kesempatan yang sama, 
Kepala PP PAUD dan Dikmas Jawa 
Barat Djajeng Baskoro berharap 
usai menerima penghargaan UN­
ESCO­Japan 2015 dapat mengubah 
pola pikir dan mental, serta pe­
rilaku seluruh komponen bangsa 
yang ditempuh melalui penyeleng­
garaan pendidikan yang lebih kom­
prehensif yang mengintegrasikan 
kemampuan intelektual, moral 
spiritual, dan vokasional wawasan 
lingkungan
UNESCO­Japan Prize for 
Education for Sustainable Deve-
lopment dibentuk oleh Dewan 
Eksekutif UNESCO pada sesi 
ke­195 dalam kerangka kerja GAP 
untuk Pembangunan Berkelanju­
tan dan secara resmi diumumkan 
pada Konferensi Dunia UNESCO 
pada ESD (10­12 November 2014, 
 Aichi­Nagoya, Jepang). Untuk 
pertama kalinya pada tahun ini 
didanai oleh Pemerintah Jepang 
memberikan hadiah sebesar USD 
50.000 kepada tiga negara pe­
menang, yaitu Indonesia, Elsava­
dor, dan Jerman.
Penghargaan UNESCO­Japan 
Prize diberikan untuk menghor­
mati upaya luar biasa dari indivi­
du, lembaga dan organisasi yang 
terlibat dalam bidang pendidikan 
untuk pembangunan berke lan ju­
t an . Penghargaan ini merupakan 
langkah baru ke depan dalam 
rangka Program Aksi Global Pendi­
dikan untuk Pembangunan Berke­
lanjutan, karena pembangunan 
berkelanjutan memerlukan cara 
baru untuk melihat dunia dengan 
paradigma baru. (BLKM Kemen­
dikbud) 
Mendikbud: 
Belajarlah Banyak dari Mereka yang Tidak Banyak
“Belajarlah banyak dari me­reka yang tidak banyak, itu merupakan kunci keberha­
silan,” pesan Mendikbud Anies 
Baswedan dalam Kelas Inspirasi 
Sinema (KIS) yang merupakan 
bagian dari rangkaian acara 
Peringatan Hari Perfilman Nasi­
onal di SMK N 57 Jakarta, Selasa 
(29/3) pagi. 
Pesan tersebut dapat dilak­
sanakan dalam kegiatan KIS yang 
menghadirkan sineas profesional 
seperti Ardhy Pulung.
Lebih lanjut Anies Baswedan 
menyampaikan bahwa tujuan dari 
kegiatan ini adalah untuk meng­
hasilkan sineas yang profesional 
dan maju di bidang perfilman 
dan sinematografi di Indonesia. 
“De ngan belajar dari tokoh inspi­
ratif, kita dapat mengungkapkan 
penga laman yang tidak terung­
kapkan di balik kesuksesan. Kita 
diajak untuk melihat proses dari 
sebuah kesuksesan,” tambah 
Anies.
SMK N 57 Jakarta merupa­
kan salah satu sekolah tempat 
 kegiatan KIS diadakan. KIS 
diselenggarakan oleh Badan Per­
filman Indonesia yang merupakan 
bagian dari Kementerian Pendi­
dikan dan Kebudayaan. (Abun) 
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Ratusan Siswa Belajar Film dari Puluhan Sineas di Kelas 
Inspirasi Sinema (KIS) Kemendikbud
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ke­mendikbud) melalui 
Pusat Pengembangan Perfilman 
mengajak para sineas film untuk 
mengenalkan perfilman Indo­
nesia kepada para siswa Sekolah 
Menengah Atas, Sekolah Mene­
ngah Kejuruan, di Kelas Inspirasi 
Sinema (KIS). Kegiatan ini me­
rupakan Rangkaian Peringatan 
Hari Film Nasional 2016. 
KIS dilangsungkan di 10 se­
kolah di Provinsi Jawa Barat dan 
20 sekolah di Provinsi DKI Jakarta. 
Kelas Inspirasi Sinema di Jawa 
Barat berlangsung selama dua hari, 
yaitu pada tanggal 23 s.d. 24 Maret 
2016, sedangkan kelas inspirasi di 
wilayah DKI Jakarta berlangsung 
pada tanggal 28 s.d. 29 Maret 2016. 
Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud) Anies 
 Baswedan hadir pada Kelas Inspi­
rasi Sinema di SMK 57 Jakarta 
Selatan, Selasa (29/3). Di salah 
satu dari 30 sekolah itu hadir artis 
 Chelsea Islan dan Andhy Pulung 
berbagi ilmu dan pengalaman ten­
tang dunia film.
Mendikbud Anies Baswedan 
menjelaskan Kelas Inspirasi Sine­
ma atau KIS ini akan memberikan 
manfaat yang beragam, baik bagi 
para siswa mau pun para insan film 
yang terlibat. 
“Bagi para siswa, ini menja­
di inspirasi bagaimana bergelut 
di industri kreatif, seperti dunia 
film atau sinema,” kata Anies 
 Baswedan.
Bagi para insan film, ini ke-
sempatan untuk berbagi pengala­
man, ilmu dan inspirasi.  
“Ini contoh nyata bagaimana 
menjadikan pendidikan se­
bagai  gerakan. Publik terlibat, 
 Pemerintah menfasilitasi. Makin 
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luas masyarakat terlibat, kita ma­
kin optimis: banyak masalah pen­
didikan yang akan semakin cepat 
diselesaikan,” kata Mendikbud saat 
membuka Kelas Inspirasi Sinema 
di SMKN 57 Ragunan, Jakarta.
Menurut Kepala Pusat 
Pengembangan Perfilman Kemen­
terian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kapusbang Film Kemendikbud) 
Maman Wijaya, rata­rata dua hing­
ga tiga sineas perfilman yang di-
daulat menjadi pembicara di kelas 
inspirasi di setiap sekolah.  
Kategori pemilihan 
sineas film, menurut 
Maman, berdasarkan 
jam terbang sineas 
berke cimpung di du nia 
perfilman. 
“Kami tempatkan 
satu artis senior, dan 
satu artis junior di tiap 
kelas,” ujar Maman. 
Kegiatan yang 
berlangsung di Kelas 
Inspirasi Sinema ini ter­
diri atas dua sesi, yaitu 
pertama sesi kelas besar 
yang berisi pemutaran 
film dan bercerita ber­
sama artis yang didaulat menjadi 
pembicara di kelas tersebut. Untuk 
kelas besar, sebanyak 300­an siswa 
dikumpulkan di aula besar. 
Kedua, sesi kelas kecil. Pada 
sesi ini, para siswa yang tergabung 
di dalam ekstrakurikuler Film 
untuk jenjang Sekolah Menengah 
Atas, mau pun jurusan Perfilman 
di jenjang Sekolah Menengah Ke­
juruan yang dikumpulkan di dalam 
sesi ini. 
“Sekitar 20­an siswa yang 
kami kumpulkan di kelas kecil. Di 
kelas ini lebih ditujukan bagi siswa 
yang benar­benar berminat terha­
dap perfilman,” jelas Maman.  
Ke depan, Kelas Inspirasi Sinema 
akan diperluas ke provinsi lainnya 
di Indonesia. Harapannya, kelas 
inspirasi ini dapat meningkat­
kan kecintaan terhadap film-film 
 Indonesia. Selain itu, berinteraksi 
dengan sineas perfilman dapat 
memancing minat siswa berke­
cimpung di dunia perfilman.  
“Kami masih melihat respons para 
siswa, kalau positif maka akan 
diperluas ke provinsi lain,” ujar 
Maman.
Pemilihan sekolah  
Dalam proses pemilihan sekolah 
untuk Kelas Inspirasi Sinema Pus­
bang Film Kemendikbud beker­
jasama dengan Dinas Pendidikan 
(Disdik) Provinsi Jawa Barat dan 
Disdik DKI Jakarta. 
Menurut Maman, sekolah­ 
sekolah tersebut merupakan 
 rekomendasi dari Disdik terkait.  
“Kami minta rekomendasi sekolah 
dari dinas, kemudian dinas menga­
jukan ke kami,” ujar Maman.  
Saat pengajuan, tentunya, terdapat 
kriteria tertentu yang diberikan 
yaitu adanya ekstrakurikuler 
Perfilm an untuk pengajuan SMA 
dan jurusan Perfilman bagi jenjang 
SMK. 
Setelah sebelumnya ber­
langsung di Bandung, sejak Senin 
(28/3) selama dua hari digelar Ke­
las Inspirasi Sinema di DKI Jakarta, 
antara lain di SMKN 4 Jakarta, 
SMKN 12 Tanjung Priok, SMKN 
14 Percetakan Negara, SMKN 26 
Rawamangun, SMKN 42 Jakarta, 
SMKN 41 Pondok Labu, SMKN 57 
Ragunan, MAN 4 Pondok Labu, 
SMA Labschool Rawamangun, dan 
SMAN 28 Pasar Minggu. 
Pada hari kedua, Selasa (29/3) 
Kelas Inspirasi Sinema berlangsung 
di SMAN 12 Duren Sawit, SMAN 
78 Kemanggisan, SMAK 1 Penabur 
Tanjung Duren, SMAN 34 Pondok 
Labu, SMAN 42 Halim Perdanaku­
suma, SMAN 82 Keba yoran Baru, 
SMAN 3 Jakarta, SMAN 68 Salem­
ba, SMAN 1  Jakarta, dan SMAN 
13 Tanjung Priok. Lebih dari 50 
sineas terlibat. Mere ka antara lain 
Chelsea Islan,  Andhy Pulung, Julie 
Estelle, Titi Rajo  Bintang, Salman 
Aristo, dan  Widyawati. (BLKM Ke­
mendikbud) 
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Mendikbud Apresiasi Eksperimen Siswa SMA Indonesia 
yang Diluncurkan ke Luar Angkasa oleh NASA
Dua hasil eksperimen siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Indonesia diluncur­
kan dengan roket Atlas 5 ke Inter-
national Space Station (ISS) stasiun 
luar angkasa oleh NASA dari Cape 
Canaveral, Florida, pada hari Rabu 
23 Meret 2016 pukul 10.05 WIB. Dua 
eksperimen tersebut adalah tentang 
pertumbuhan ragi oleh siswa SMA 
Unggulan Del di Laguboti, Sumatera 
Utara, dan pertumbuhan padi oleh 
siswa SMA di Jakarta dan Bandung.
Usai peluncuran roket tersebut, 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud) Anies Baswedan me­
nyapa para siswa SMA Unggulan Del 
di Laguboti, Sumatera Utara, melalui 
konferensi video. “Saya apresiasi ke­
pada adik­adik yang telah melakukan 
hal yang luar biasa melakukan peker­
jaan eksperimen level global,” de­
mikian apresiasi disampaikan Men­
dikbud saat melakukan komunikasi 
melalui konferensi video, di kantor 
Kemendikbud, Senayan, Jakarta.
Kesepuluh siswa tersebut ada­
lah Anisa Auvira, Freddy Sahala Si­
manjuntak, Gilbert Ebenezer Nadap­
dap, Gomos Parulian Manalu, Hagai, 
Raja Sinulingga, Jonatan Kevin 
Daniel, Joy Patria Tara Gultom, Juni­
ta Sirait, Martin Anugrah Siahaan, 
dan Rudini Tua Silitonga. Para siswa 
tersebut melakukan eksperimen/pe­
nelitian pertama yang disampaikan 
kepada NASA tentang pertumbuhan 
ragi (yeast) di luar angkasa dalam 
kondisi near-zero gravity.
Dalam melakukan penelitian, 
para siswa tersebut terbagi menjadi 
tiga tim, yakni conceptor, engineer-
ing, dan programming. Tugas dari 
tim conceptor adalah membuat 
konsep yang harus dilakukan dalam 
melakukan penelitian fermentasi di 
luar angkasa (space), dengan tujuan 
melihat hasil fermentasi menghasil­
kan alkohol sebagai sumber energi 
dan antiseptik. Selanjutnya tim 
engineering membuat robot yang 
akan mengontrol penelitian dengan 
ukuran 15 sentimeter x 3 sentimeter x 
5 sentimeter.
Fermentasi ragi tersebut dile­
takan di tabung berukuran 3 senti­
meter x 5 sentimeter, dan dibuatkan 
LED untuk pencahayaan, serta me­
masukkan glukosa ke dalam kamar 
(chamber) menggunakan pompa. 
Kemudian untuk tim program-
ming bertugas untuk menjalankan 
hasil penelitian tersebut menggu­
nakan perangkat lunak (software) 
dari NASA.
Dalam hitungan menit, pe­
sawat luar angkasa/roket Atlas 5 
menggendong Cyangnus menuju 
orbit ISS. Para astronot yang sedang 
tinggal di ISS akan memindahkan 
perangkat eksperimen tersebut ke 
Nanoracks, suatu fasilitas penelitian 
di Laboratorium Amerika Serikat di 
ISS. Perangkat micro-lab yang diran­
cang oleh para siswa SMA tersebut 
dilengkapi dengan kamera digital 
dan perangkat micro- controller, se­
hingga pertumbuhan ragi dan padi 
selama eksperimen berlangsung 
dapat diamati dari Bumi atau di 
mana pun tempat asal terhubung 
dengan Internet, dengan mengun­
duh foto­foto dari micro-lab yang 
dipancarkan dari ISS ke Bumi.
Mendikbud berharap prestasi 
para siswa tersebut dapat dipertahan­
kan, dan menginspirasi pada genera­
si berikutnya. “Mudah­mudahan jadi 
inspirasi para siswa di seluruh Indo­
nesia. Bagi para guru bisa membuat 
anak­anaknya punya cita­cita tinggi. 
Dan saya mengucapkan terima kasih, 
serta selamat untuk adik­adik yang 
telah berhasil dalam penelitiannya,” 
pungkas Mendikbud. (BLKM Ke­
mendikbud) 
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Keluarga Pak Raden Serahkan Warisan 
kepada Mendikbud 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Bas­wedan bertemu dengan 
keluarga Pak Raden pada Rabu 
(23/3) di Ruang Kerja Mendik­
bud, Lantai 2, Gedung A Kemen­
dikbud.
Sosok Pak Raden mempu­
nyai nama asli Suyadi dan dikenal 
sebagai pencipta tokoh Si Unyil. 
Tokoh Pak Raden dan Si Unyil 
sangat akrab dengan dunia anak­
anak Indonesia.
Dalam acara tersebut Kar­
tini Subekti, kakak kandung Pak 
Raden menyerahkan langsung 
warisan dari Pak Raden. Warisan 
tersebut berupa buku­buku karya 
Pak Raden. Penyerahan warisan 
tersebut dilakukan agar dapat 
dirawat dan diabadikan sebagai 
bagian dari sejarah pendidikan 
anak Indonesia.
Dalam acara tersebut Men­
dikbud mengatakan, “Karya kre­
atif anak bangsa perlu mendapat 
apresiasi dan perhatian dari 
 negara agar dapat dimanfaatkan 
seluas­luasnya bagi masyarakat.”
“Sebagai bagian dari wari­
san budaya, pihak keluarga ingin 
menyumbangkan hasil karya 
otentik tersebut kepada pihak Ke­
mendikbud yang dapat melestari­
kan sebagai bagian dari sejarah 
perjalanan pendidikan anak­anak 
Indonesia,” jelas Pratiwi, selaku 
salah satu anggota keluarga Pak 
Raden.
Kemendikbud akan me­
neruskan ikhtiar ini dan ren­
cananya akan menyediakan 
tempat untuk merawat dan me­
masyarakatkan warisan dari Pak 
Raden.
Mendikbud berharap masya­
rakat dapat terlibat langsung 
dalam membuat karya­karya pen­
ting. Mendikbud juga menyam­
paikan bahwa sebagian dari 
warisan ini juga dibutuhkan 
 perawatan karena kondisinya 
 sudah lapuk. (Rizky & Aji) 
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Rakornas APIP Bahas Penyerapan Anggaran, Pengadaan 
Barang/Jasa, serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
Rakornas APIP yang di­adakan BPKP pada Rabu (23/3) mengangkat tema 
“Reviu Penyerapan  Anggaran, 
Pengadaan Barang/Jasa, ser­
ta Penyaluran dan Penggu­
naan Dana Desa oleh Aparat 
 Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP).” Rakornas kali ini me­
rupakan kelanjutan dari Rakor­
nas yang diadakan pada Januari 
(19/1) lalu. 
Pelaksanaan rakornas ini 
perlu diapresiasi karena dalam 
waktu singkat mampu meng­
hasilkan informasi terkait per­
kembang an pelaksanaan tender 
pra­DIPA/Perda APBD bagi pre­
siden dan pimpinan Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah. 
Peran early warning dan quality 
assurance oleh APIP tersebut di­
harapkan dapat dilanjutkan secara 
berkesinambungan melalui reviu 
penyerapan anggaran dan penga­
daan barang/jasa. Kegiatan reviu 
akan dilakukan secara berkala 
setiap tiga bulan (triwulan) dan 
cut-off realisasi anggaran adalah 
setiap akhir triwulan tahun ang­
garan 2016.
Tujuan diadakannya reviu 
penyerapan anggaran, pengadaan 
barang/jasa, serta penyaluran dan 
penggunaan dana desa di antara­
nya adalah untuk: 1) mengetahui 
jumlah anggaran dan realisasi 
belanja barang, belanja modal, 
dan belanja bansos pada APBN/D 
per­triwulan; 2) mengetahui jum­
lah atau posisi belanja modal dan 
belanja barang APBN/D tahun 
 anggaran 2016 yang telah dilaku­
kan pelelangan, ditetapkan pe­
menang, ditandatangani kontrak, 
dan tingkat penyelesaian paket 
pekerjaan setiap akhir triwulan ta­
hun anggaran 2016 pada kemente­
rian/lembaga/pemerintah dae rah; 
3) mengidentifikasi hambatan 
dan memberikan solusi/saran 
perbaikan atas hambatan penye­
rapan anggaran dan pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa; serta 4) 
memonitor penyerapan dan peng­
gunaan dana desa.
Sasaran reviu di antaranya 
adalah 1) jumlah anggaran dan 
realisasi per­triwulan belanja ba­
rang, belanja modal, dan belanja 
bantuan sosial pada APBN/D di 
tiap­tiap kementerian/lembaga/
pemerintah daerah; 2) jumlah, 
nilai, dan status paket per­triwu­
lan atas pengadaan barang/jasa 
yang dibiayai oleh belanja modal 




si dan sinergi pengawasan ini, 
diharapkan terjadi percepatan 
penyerapan anggaran yang tujuan 
akhirnya adalah meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi serta 
meningkatkan pelayanan pub­
lik bagi masyarakat Indonesia. 
(Abun/Nehru) 
Kemendikbud, Kemenristek, Kemenperin, dan Kemen-BUMN 
Jalin Kerja Sama dengan TNI
Mendikbud, dan tiga menteri dari kemen­terian lainnya yaitu, 
Kemenristek, Kementerian 
Perindustrian dan Kementeri­
an BUMN menjalin kerja sama 
dengan Tentara Nasional Indo­
nesia (TNI) dalam penelitian 
dan pengembangan Alat Utama 
Sistem Persenjataan (Alutsista) 
dan Non­Alutsista. Penandata­
nganan nota kesepahaman 
dilakukan di Aula Mabes Polri 
pada Senin (21/3) sore. 
Dalam nota kesepahaman 
yang ditandatangani oleh kedua 
belah pihak antara Kemendikbud 
dan TNI, poin utamanya adalah 
Pelajar SMK akan melakukan 
pe rawatan dan merakit alat pur­
warupa Alutsista milik TNI yang 
proses pelaksanaannya dilakukan 
di beberapa laboratorium milik 
TNI. 
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Dalam acara tersebut 
 Mendikbud menyampaikan bah­
wa satu hal yang tak kalah penting 
dari nota kesepahaman ini adalah 
terbukanya kesempatan berinte­
raksi yang lebih luas antara ang­
gota TNI dengan berbagai elemen 
bangsa, khususnya generasi muda 
bangsa. 
“Adanya interaksi dapat 
membangun perasaan sebangsa 
untuk ikut menjaga republik ini. 
TNI adalah institusi yang tak per­
nah diragukan kerelaannya untuk 
berkorban dan mendapatkan 
kehormatan mewakili kita semua 
menjaga republik ini. InsyaAllah 
semangat itu akan tertular kepada 
anak­anak kita,” tutur Mendikbud. 
(Nehru) 
Mendikbud Lantik 153 Orang Narasumber Pelatih Instruktur 
Nasional Kurikulum 2013
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendik­bud) Anies Baswedan 
melantik 153 Narasumber Na­
sional hari ini, di Pusat Pendi­
dikan dan Pelatihan (Pusdiklat) 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud), 
Sawangan, Depok, Jawa Barat, 
yang ditetapkan dalam Surat 
Keputusan (SK) Mendikbud RI 
Nomor 037/P/2016.
“Para Narasumber Nasional 
yang dilantik saat ini adalah ang­
katan pertama setelah Kurikulum 
2013 direvisi,” demikian disam­
paikan Mendikbud pada acara 
pelantikan Narasumber Nasional 
Kurikulum 2013 tahun pelajaran 
2016/2017.
Adapun tugas dari Nara­
sumber Nasional yang nantinya 
akan melatih Instruktur Nasional 
Kurikulum 2013 tahun pelajaran 
Pelantikan Narasumber Nasional Instruktur Kurikulum 2016,Minggu (20/3/2016)
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2016/201, yakni memfasilitasi 
1) analisis kompetensi, materi, 
pembelajaran, dan penilaian; 2) 
Rancangan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP); 3) Praktik 
pembelajaran dan penilaian; 4) 
Praktik pengolahan dan pelaporan 
penilaian hasil belajar; 5) Pembe­
lajaran aktif; 6) Gerakan penum­
buhan budi pekerti dan sekolah 
aman; 7) Kebijakan dan dinamika 
perkembangan kurikulum; 8) 
Penguatan literasi dan pembela­
jaran; dan 9) Pelatihan dan pen­
dampingan berbasis sekolah.
Mendikbud mengatakan, 
Narasumber Nasional yang terdiri 
dari unsur guru, akademisi, tim 
penyusun kurikulum, penulis 
buku, penyusun Assesment, di­
ajak untuk memiliki pemahaman 
yang lengkap, komprehensif, dan 
substantif tetang Kurikulum 2013 
yang telah direvisi. “Bila tidak 
memahami, maka kita tidak bisa 
menyampaikan pesan kepada In­
struktur Nasional (IN), dan para 
IN tersebut akan merujuk kepada 
para Narasumber Nasional,” ujar 
Mendikbud.
Para Narasumber Nasional, 
kata Mendikbud, merupakan 
orang­orang yang terpilih melalui 
proses seleksi yang dilakukan 
sesuai dengan jenjang, baik itu 
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Me­
nengah Pertama (SMP), Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK), dan 
Sekolah Menengah Atas (SMA). 
“Bapak dan Ibu para Narasumber 
Nasional adalah Duta Kemen­
dikbud dalam mensosialisasikan 
Kurikulum 2013. Sebagai “duta”, 
saya berpesan tunjukan sikap yang 
baik, tutur kata baik, dan disiplin,” 
tutur Mendikbud.
Mendikbud berharap, para 
Narasumber Nasional dapat me­
nyampaikan pesan kebaruan dan 
keterbukaan dengan melakukan 
pendekatan melalui cara yang ber­
beda. Narasumber Nasional dapat 
menjadi fasilitator dalam me­
rangsang munculnya pemikiran, 
gagasan, selain menyampaikan 
materi yang telah dipersiapkan.
“Saya berharap Narasum­
ber Nasional dapat menjalankan 
pelatihan dengan metode tidak 
konvensional, tetapi metode me­
ngajak anak­anak untuk melaku­
kan proses belajar yang aktif. De­
ngan begitu kita sendiri pun harus 
bisa membuktikan dan mengha­
dirkan suasana belajar yang aktif,” 
harap Mendikbud.
“Karakter pembelajar harus 
ada pada kita semua. Dampak 
yang Bapak dan Ibu kerjakan 
akan menjangkau lebih dari 50 
juta anak di seluruh Indonesia. 
Dan diputaran pertama ini akan 
menjangkau sekitar 254 ribu guru 
dari efek dihasilkan dari pelatihan 
beberapa hari ini. Dalam beberapa 
waktu kedepan akan menjangkau 
semua guru,” jelas Mendikbud. 
Pada hari dan tempat yang 
sama seusai pelantikan Nara­
sumber Nasional akan dilakukan 
pelatihan Instruktur Nasional 
Kurikulum 2013 tahun pelajaran 
2016/2017 yang terdiri dari 148 jen­
jang SD, 187 jenjang SMP, 232 jen­
jang SMA, dan 194 jenjang SMK. 
Pelatihan Instruktur Nasional 
dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 
24 Maret 2016. (BKLM Kemendik­
bud)   
Earth Hour, Komplek Kemendikbud Satu-satunya di Kawasan 
Senayan Sudirman yang Padamkan Lampu
Kantor Kementerian Pen­didikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, 
Jakarta, mengalami pemadaman 
listrik dan lampu sejenak, hari 
ini (19/3/2016). Pemadaman itu 
sebagai bentuk dukungan ter­
hadap peringatan Earth Hour, 
yang jatuh pada hari ini, Sabtu 19 
Maret 2016.
Earth Hour merupakan pe­
ringatan untuk peningkatan ke­
sadaran masyarakat tentang peru­
bahan iklim secara global. Tahun 
ini, momen ini diperingati dengan 
mematikan seluruh lampu dan 
peralatan elektronik yang tidak 
diperlukan selama pukul 20.30 
s.d. 21.30 waktu setempat.
“Hari ini, tepat peringa­
tan Earth Hour global, upaya 
untuk menyadarkan masyarakat 
akan gaya hidup membatasi 
penggunaan listrik dapat 
mengurangi pemanasan global,” 
ujar Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud) 
Anies Baswedan. Sehingga, 
lanjutnya, kantor Kemendikbud 
akan mematikan lampu, dan 
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seluruh peralatan elektronik 
yang tidak diperlukan, di setiap 
Kompleks Kemendikbud, 
pukul 20.30 s.d. 21.30 WIB. 
Pengecualian, terdapat beberapa 
lampu yang penting yang tidak 
dimatikan, untuk pengamanan 
lingkungan,” ujar Mendikbud 
Anies Baswedan, beberapa jam 
sebelum pemadaman listrik dan 
lampu, melalui pesan singkat 
yang disampaikan kepada seluruh 
karyawan Kemendikbud, Jakarta, 
Sabtu (19/3/2016).
Pesan Mendikbud
Setiap tahun dunia mempe­
ringati Earth Hour pada tanggal 19 
Maret 2016 sebagai usaha pening­
katan kesadaran dan kepedulian 
tentang permasalahan perubahan 
iklim dunia.
Earth Hour diperingati de­
ngan mematikan seluruh lampu 
serta peralatan elektronik yang 
tidak diperlukan selama pukul 
20.30­21.30 waktu setempat.
Berbagai pemerintah daerah, 
instansi pemerintah, perkantoran 
swasta dan cagar budaya telah 
turut mendukung peringatan 
Earth Hour selama beberapa tahun 
belakangan ini.
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan mendukung peringa­
tan Earth Hour ini dan mengajak 
Ibu/Bapak semua untuk turut 
mendukung dengan mematikan 
lampu di setiap kompleks per­
kantoran (semua kantor dibawah 
Kemendikbud) pada hari ini pada 
pukul 20.30­21.30 waktu setempat 
(kecuali lampu yang sangat pen­
ting untuk pengamanan lingku ­
ngan, semisal lampu jalan).
Harap untuk membuat 
 foto­foto dokumentasi keadaan 
kantor selama Earth Hour dan 
menyebarkan kepada media sosial 
dan masyarakat tentang dukungan 
kantor Bapak/Ibu (unit utama/sat­
ker/upt dll.) terhadap Earth Hour.
Sebagai catatan, mematikan 
seluruh lampu serta peralatan 
elektronik yang tidak diperlukan 
secara serentak selama satu jam 
setiap tahun tentu tidak dimak­
sudkan untuk langsung menyele­
saikan permasalahan perubahan 
iklim dunia, namun ditujukan 
sebagai pesan pengingat kepada 
masyarakat luas dan wahana pen­
didikan publik tentang pentingnya 
umat manusia memperhatikan 
masalah  perubah an iklim yang 
dialami oleh bumi, rumah kita ber­
sama satu­satunya.
Informasi lebih lanjut ten­
tang Earth Hour dapat dilihat pada 
laman berikut ini: 
www.earthhour.org 
earthhour.wwf.or.id
Mari kita terus nyatakan 
dukungan pada berbagai inisiatif 
baik untuk menyelesaikan perma­
salahan global, dan terima kasih 
atas dukungan Ibu/Bapak. (BKLM 
Kemendikbud) 
Mendikbud Anies Baswedan: 
Dedikasi JS Badudu Luar Biasa, Kini Bagian Kita 
Memperkaya Bahasa Indonesia
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendik­bud) Anies Baswedan 
menyampaikan rasa duka men­
dalam atas wafatnya pakar Baha­
sa Indonesia Jusuf Sjarif Badudu, 
yang sangat dikenal dengan JS 
Badudu.                       
“Bangsa Indonesia sangat ke­
hilangan tokoh Bahasa Indonesia 
JS Badudu, yang saya dengar ka­
barnya wafat Sabtu (12/3) malam 
waktu Indonesia,” kata Mendik­
bud Anies Baswedan yang men­
dengar kabar saat dirinya dalam 
perjalanan dari Bulgaria ke Dubai. 
Di Bulgaria Anies hadir sebagai 
pembicara dalam Konferensi UN­
ESCO tentang Nilai Pemersatu, 
sementara di Dubai Mendikbud 
menjadi pembicara dalam Global 
Education Forum.                                         
“Baru saja di konferensi 
UNESCO di Bulgaria saya bicara 
tentang Bahasa Indonesia sebagai 
salah satu simpul terkuat dalam 
persatuan bangsa, keputusan 
yang disepakati 17 tahun sebelum 
kemerdekaan. Dan saat pulang, 
justru mendengar kabar duka 
ini, berpulangnya tokoh bahasa 
kita. Saya sampaikan duka cita 
yang mendalam kepada keluarga,” 
kata Mendikbud Anies Baswedan 
Menurut Anies dedikasi JS Badu­
du sangat luar biasa.        
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“Bahasa Indonesia dulu bukanlah 
bahasa mayoritas, namun disepa­
kati bersama menjadi bahasa 
pemersatu karena sifatnya yang 
egaliter. Namun sebenarnya Ba­
hasa Indonesia saat itu tak sekaya 
berbagai bahasa lain yang sudah 
lebih mapan. JS Badudu berjuang 
secara gigih dan berjasa sangat be­
sar dalam ikut membentuk fonda­
si Bahasa Indonesia dan mengem­
bangkannya hingga seperti 
sekarang,” ujar Anies  Baswedan 
melalui pesan singkat.                                
“Pak Badudu sudah melakukan 
porsinya secara luar bisa. Kini 
bagian kita memperkaya Bahasa 
Indonesia,” kata Anies menam­
bahkan.                      
JS Badudu meninggal dunia, 
Sabtu malam (12/3) pukul 22.10 
WIB karena sakit, dalam usia 89 
tahun, di Rumah Sakit Hasan 
Sadikin, Bandung. Tokoh bahasa 
Indonesia ini lahir di Gorontalo 19 
Maret 1926. Almarhum JS Badudu 
meninggalkan 9 anak, 9 menantu, 
23 cucu, dan 2 cicit. Istri Almar­
hum istri, Eva Henriette Alma 
Koroh, sudah terlebih dahulu 
meninggal dunia pada 16 Januari 
2016 lalu. 
Jenazah JS Badudu dise­
mayamkan di rumah duka di Jalan 
Bukit Dago Selatan Nomor 27, 
Bandung sebelum dimakamkan. 
JS Badudu adalah pakar bahasa 
Indonesia dan guru besar Li­
nguistik di Universitas Padjajaran, 
Bandung. Dia pernah sangat dike­
nal saat membawakan acara Pem­
binaan Bahasa Indonesia di TVRI 
pada tahun 1974­1979.
Selain mengajar dan menu­
lis berbagai artikel dan sejumlah 
buku yang berkaitan dengan 
bahasa Indonesia, JS Badudu 
juga menyusun setidaknya empat 
kamus, yaitu: Kamus Ungkapan 
Bahasa Indonesia terbitan 1975, 
Kamus Umum Bahasa Indonesia 
(2001), dan Kamus Kata­Kata 
Serapan Asing dalam Bahasa 
Indonesia. Ungkapan ‘gunakan 
tata bahasa yang baik dan benar’ 
adalah anjuran JS Badudu yang 
dikenal hingga saat ini. (BKLM 
Kemendikbud) 
Irjen Beri Materi dalam Kegiatan Penguatan Kapasitas SDM
Dalam rangka peningkatan dan penguatan kapasitas SDM, LPMP Provinsi 
Riau mengadakan kegiatan di 
Bintan Agro Beach Resort dan 
Spa, Bintan Kepulauan Riau. Ke­
giatan ini diadakan selama tiga 
hari sejak Kamis (25/2) sampai 
Sabtu (27/2) dan dihadiri oleh 
80 pegawai LPMP Provinsi Riau. 
Hadir sebagai narasumber Irjen 
Kemendikbud  Daryanto yang 
menyampaikan materi dengan 
tema “Membangun Aparatur 
Sipil Negara (ASN) yang Berin­
tegritas dan Handal dalam Men­
jalankan Revolusi Mental”.
Dalam paparannya, Irjen 
menyampaikan bahwa integritas 
terdiri dari tiga unsur: hones-
ty, have an effort for perfection, 
dan have a good character. Apa­
bila seseorang bisa memahami 
ketiganya, dan secara konsisten 
dijadikan sebagai kebiasaan dalam 
berilaku, bisa dipastikan akan 
muncul jiwa integritas dalam diri.
Kegiatan ini diadakan 
 dengan harapan dapat menambah 
wawasan pegawai, membentuk 
sikap mental dan wibawa serta 
kinerja pegawai yang tinggi di 
lingkungan LPMP Provinsi Riau. 
Hadir pula sebagai narasumber 
Sekretaris Inspektorat Jenderal 
Hindun Basri Purba dan Inspek­
tur II Maralus Panggabean. (Uci/
Ririn) 
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Forum PPK Kemendikbud Pertama Dalam Sejarah Berdirinya 
Kemendikbud
Irjen Kemendikbud Daryanto menjadi narasumber da­lam acara Rapat Koordinasi 
(Rakor) Pengelola Keuangan di 
Lingkungan Kemendikbud de­
ngan tema “Strategi Percepatan 
Pelaksanaan Anggaran dan Pe­
ningkatan Akuntabilitas Kinerja.” 
Dalam acara tersebut, Irjen yang 
menjadi narasumber pada panel 
ketiga menyampaikan arahan­
nya terkait bidang pengawasan. 
Beliau mengatakan bahwa three 
lines of defense atau tiga lini 
pertahanan adalah hal yang 
paling mutlak dibutuhkan oleh 
sebuah institusi pemerintahan 
untuk membentuk tatanan 
organisasi yang baik agar 
dapat mengurangi risiko yang 
berimbas pada institusi itu 
sendiri.
Irjen Daryanto juga me­
nyarankan kepada  seluruh PPK 
yang hadir agar selalu menjalin si­
latuhami dengan membuat Forum 
Pejabat Pembuat Komitmen. 
“Karena Forum PPK Kemen­
dikbud adalah yang pertama dan 
perdana yang dibentuk dalam 
sejarah berdirinya Kemendikbud,” 
ujarnya.Hadir pula dalam acara 
itu  Sekretaris Inspektorat Jende­
ral Hindun Basri Purba yang ber­
tindak sebagai moderator. 
Itjen Selenggarakan Lepas Sambut Inspektur III
Inspektorat Jenderal Kemen­dikbud menyelenggarakan kegiatan Lepas Sambut In­
spektur III dari Dr. Amin 
Priatna, M.Si. kepada Ir. 
Muhaswad Dwiyanto,M.Pd,l 
yang berlangsung di Ruang 
Sidang Lantai 6 Gedung B 
Inspektorat Jenderal, Kamis 
(21/1).
Acara ini dihadiri In­
spektur Jenderal Daryanto, 
Ses Itjen, semua Inspektur, 
serta pegawai Itjen dari 
semua bagian. Suasana acara 
berlangsung dalam suasana san­
tai. Bahkan, Inspektur Jenderal 
bersama lebih dari 150 pegawai 
Inspektorat Jenderal menyanyikan 
sebuah lagu yang dikhususkan 
untuk Amin Priatna.
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Hari Pertama Penggunaan Baju Daerah Kemendikbud
Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1051/A.A6.SE/2016 tentang Pa­
kaian Kerja Pegawai di lingkun­
gan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, sejak 1 Februari 
kemarin sebagian besar Pegawai 
di Lingkungan Kementerian Pen­
didikan dan Kebudayaan terlihat 
telah melaksanakan surat edaran 
tersebut.




Selasa ini, terlihat 
ada yang berbeda 
dari busana ker­
ja para pegawai. 
 Inspektur Jen­
deral, Ses Itjen, 
Para Inspektur, 
dan sebagian be­
sar pegawai telah 
kompak meng­
gunakan pakaian 
adat daerah yang 
dijadwalkan di­
gunakan setiap Selasa di minggu 
pertama dan ketiga.
Berbeda dengan satuan kerja 
lain yang tergolong baru dalam 
mengimplementasikan penga­
turan busana kerja, Inspektorat 
Jenderal telah memberlakukan 
ketentuan pemakaian busana 
kerja melalui rapat pimpinan pada 
Senin, 10 Agustus 2015 lalu dan di­
tuangkan dalam surat edaran pada 
14 Agustus 2015.
Pengaturan tentang pakaian 
kerja pegawai bertujuan untuk 
meningkatkan keteraturan, keter­
tiban, dan integritas serta kerapih­
an berpakaian di lingkungan Ke­
mendikbud. Dalam surat edaran 
ini, selain membahas mengenai 
pemakaian kerja pegawai, juga 
disampaikan ketentuan penggu­
naan tanda pengenal sesuai Per­
mendikbud Nomor 65 Tahun 2015. 
(Moch. Bambang) 
Dalam sambutannya, 
 Daryanto mengucapkan terima 
kasih atas semua pengabdian yang 
dilakukan Amin. Pesan agar selalu 
kompak telah dilakukannya, salah 
satunya dengan pengaturan pa­
kaian seragam di lingkungan Itjen.
Banyak kesan baik dan ra­
mah sebagaimana diungkapkan 
semua Inspektur yang sedang 
menjabat. “Pak Amin baik sekali, 
kesan­kesan baik Saya terus ber­
langsung dari sejak awal masuk di 
Inspektorat Jenderal hingga Saya 
jadi Inspektur,” ujar Karyaningsih 
Inspektur I. “Pak Amin tidak per­
nah bereaksi keras. Beliau sangat 
humanis,” tambah Maralus Pang­
gabean selaku Inspektur II dalam 
sambutannya.
Hal senada juga dikatakan 
Suyadi selaku Inspektur Inves­
tigasi yang mengatakan bahwa 
pria kelahiran Tasikmalaya terse­
but sangat easy going dan dapat 
bergaul dengan siapa saja.
Muhaswad Dwiyanto selaku 
penerus tongkat kepemimpinan 
di Inspektorat III mengatakan 
bahwa apa yang telah dilakukan 
Amin selama ini akan dilan­
jutkan. “Beberapa hal utama 
akan terus Saya teruskan, juga 
membuat perubahan­peruba­
han yang men­support kemajuan 
Inspektorat Jenderal. Irjen 
menginginkanInternal Audit 
Capability Model (IA­CM) diraih 
2016, meskipun sulit tidak 
ada yang mustahil. Saya yakin 
dengan usaha bersama bisa 
mencapainya,” tutupnya. 
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Kemendikbud Fasilitasi Penyusunan Naskah TKD CPNS 
Tahun 2016
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemen­dikbud) kembali mem­
fasilitasi penyusunan naskah soal 
Tes Kompetensi Dasar (TKD) 
tahun 2016. Fasilitasi tersebut 
sesuai dengan penandatanga­
nan Nota Kesepahaman antara 
Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 




tentang Kerjasama dalam rang­
ka persiapan pengadaan soal 
Tes Calon Pegawai negeri Sipil 
(CPNS) secara Nasional Tahun 
2016.
Berdasarkan Nota Kesepa­
haman tersebut, Kemendikbud 
melakukan penyusunan naskah 
soal TKD di bawah Koordinasi 
Biro kepegawaian, Sekretariat 
Jenderal Kemendikbud, dengan 
melibatkan tim penulis dan pe­
nelaah soal yang berasal dari 16 
Perguruan Tinggi Negeri dan Tim 
Penelaah Bahasa dari Badan Pem­
binaan dan Pengembangan Ba­
hasa Kemendikbud. Naskah soal 
TKD yang telah disusun berjum­
lah 18.820 butir soal, terdiri atas 
tiga subtes, yaitu 4.817 butir soal 
tes Karakteristik pribadi (TKP), 
8.001 butir soal tes Intelegensi 
Umum (TIU), dan 6.002 butir soal 
tes Wawasan Kebangsaan (TWK), 
Naskah soal tersebut dibedakan 
menjadi dua Kelompok jenjang, 
yaitu jenjang Sekolah Mene­
ngah Atas (SMA) s.d. Diploma 3, 
dan jenjang Diploma 4 S1 s.d. S3. 
(Tian) 
Irjen Pimpin Diskusi Panel Terkait Reviu PBJ dan Penyerapan 
Anggaran oleh APIP K/L/P
BPKP sebagai lead sec-tor pengawas intern pemerintah dan Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP) mengadakan Rapat 
Koordinasi Reviu Pengadaan 
Barang/Jasa (PBJ) dan 
Penyerapan Anggaran oleh 
APIP Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah pada Selasa 
(19/1) pagi di Aula Gandhi 
Kantor Pusat BPKP. 
Rapat ini diadakan oleh 
BPKP untuk berkoordinasi 
dengan semua jajaran APIP agar 
dapat melakukan pengawasan 
secara intensif dan berkelanjutan 
mengenai penyerapan anggaran 
khususnya dalam hal pengadaan 
barang/jasa.
Acara akan diisi dengan 
diskusi panel yang dipandu oleh 
Irjen Kemendikbud, Daryanto. 
Narasumber dalam diskusi terse­
but adalah Dirjen Perbendaharaan 
Kementerian Keuangan Marwanto 
Harjowirjono, Irjen Kementerian 
Pekerjaan Umum dan  Perumahan 
Rakyat (PUPR) Rildo Ananda 
 Anwar, Inspektur Kota Padang 
Andri Yulika, dan Deputi BPKP 
bidang Polhukam PMK Binsar H. 
Simanjuntak.
Rapat koordinasi ini dibuka 
oleh Kepala BPKP dan juga di­
hadiri oleh Menteri Keuangan RI 
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Balitbang Gelar Seminar Internasional Transformasi 
Pendidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
melalui Badan Penelitian dan 
Pengembangan (Balitbang) 
bekerjasama dengan Intel 
Corporation, dan Analytical 
on Capacity Development Part-
nership (ACDP) mengadakan 
 seminar internasional bertema 
“Education Tranformation and 
21st Century Learning” selama 
dua hari, Rabu dan Kamis (20­
21/1) di Ruang Sidang Graha 
Utama, Lantai 3, Gedung A Ke­
mendikbud.
Tujuan dari seminar ini ada­
lah untuk berbagi Informasi dan 
praktik di forum Internasional 
tentang transformasi pendidikan 
yang sesuai dengan pembelajaran 
abad 21. Selain itu, acara ini juga 
ditujukan untuk menciptakan 
kesadaran di antara pengambil 
kebijakan, akademisi, pendidik 
(guru, kepala sekolah, dan penga­
was), dan praktisi terhadap trans­
formasi pendidikan di abad 21. 
Acara ini dihadiri oleh sekitar 400 
orang undangan dan dibuka oleh 
 Mendikbud Anies Baswedan.
“Tantangan kita adalah 
bagaimana agar kita bisa mengajak 
hijrah bersama dari pola pembela­
jaran Industrial menjadi pola pem­
belajaran digital di mana masa de­
pan anak­anak kita sudah berada 
ada di sana,” ujar Mendikbud da­
lam pembukaan seminar interna­
sional Education Transformation & 
21st Century Learning.(tian) 
 Bambang Brojonegoro, Menteri 
Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, 
dan Wakil Menteri Keuangan 
Mardiasmo. Ketiganya akan me­
nyampaikan arahan terkait dengan 
peran serta APIP dalam mengawal 
pelaksanaan anggaran di lembaga/
kementerian/pemerintah daerah.
Kontribusi APIP dalam pe­
ngawalan pelaksanaan anggaran 
tahun 2016 ini juga dimaksudkan 
sebagai salah satu upaya tindak 
lanjut untuk mengikuti arahan 
presiden agar meningkatkan kapa­
bilitas APIP yang saat ini sebagian 
besar (sekitar 85%) masih berada 
di level satu menuju ke level 3. 
Dengan adanya kolaborasi penga­
wasan ini, diharapkan kapabilitas 
APIP akan semakin meningkat 
dan memberikan kontribusi yang 
semakin baik. (Ririn)  
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Teori Ekonomi dan Terapan, Saduran dari Impact of Public Internal 
Financial Control on Public Administration in Croatia 
DAMPAK PENGENDALIAN 
KEUANGAN INTERNAL PUBLIK PADA 
ADMINISTASI PUBLIK DI KROASIA
Oleh Helena, 
Auditor Ahli Madya Pada Inspektorat I
Pengendalian Keuangan Internal Publik (Public Internal Financial Control, PIFC) dikembangkan oleh 
European Commission. PIFC adalah sebuah perangkat sistem pengendalian keuangan internal yang 
dibangun dengan tujuan untuk mengontrol, mengaudit, serta mengawasi penggunaan anggaran 
nasional, anggaran Uni Eropa, dan modal. PIFC juga berfungsi untuk menyokong negara-negara 
kandidat untuk mengendalikan reformasi sistem internal mereka. Oleh sebab itu, PIFC diharapkan 
dapat membangun dan mengembangkan sistem pengendalian keuangan internal di berbagai negara 
kandidat sesuai dengan konsep Uni Eropa berdasarkan standar internasional dan standar negara 
maju di Eropa. Sejak tahun 2003, Republik Kroasia menjalankan kegiatan intensif untuk membangun 
dan mengembangkan sistem pengendalian keuangan internal yang sesuai dengan peraturan 
Uni Eropa. Sepadan dengan konsep, Republik Kroasia telah menjalankan banyak aktivitas dalam 
kurun waktu 6 tahun terakhir untuk merancang semua asumsi penting dalam rangka membangun 
dan mengembangkan sistem, termasuk pengadopsian dokumen strategis; penyusunan undang-
undang; pengembangan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia (SDM); implementasi 
sistem dengan pengguna anggaran pada level pemerintah dan level daerah. Kami akan menyajikan 
beberapa fase pengimplementasian PIFC pada sektor publik di Republik Kroasia. Melalui fase ini, 
kami akan menunjukkan dampak PIFC terhadap pengembangan manajemen publik yang baru (New 
Public Management) di Kroasia serta beberapa perubahan pada struktur organisasi dan SDM yang 
terjadi selama proses ini. Kami juga akan memberikan opini kritis terkait proses dan permasalahan 
yang terjadi selama pengimplementasian. Dalam jurnal ini, kami menyajikan pendekatan dalam 
pengimplementasian PIFC di Slovenia, Bosnia, dan Herzegovina, serta membandingkannya dengan 
pengimplementasian di Kroasia.
Dengan Undang­undang 
Anggaran tahun 20031, kewajiban 
pengorganisasian audit internal 
serta keberadaan elemen dasar 
1	 	 Lihat	Official	 Gazette	 (2003)	 Budget	
law.	Zagreb.
manajemen keuangan dan pe­
ngendalian internal ditetapkan. 
Pada akhir tahun 2006, UU Pe­
ngen dalian Keuangan Internal 
Publik 2 diadopsi untuk meng­
2	 	Lihat	Official	Gazette	(2006)	Public	In-
galakkan pengembangan PIFC 
dan menguatkan kewajiban 
legislatif. Berdasarkan UU Ang­
garan dan UU Pengendalian 
Keuangan Internal Publik, Kroasia 
ternal	Financial	Control	Act.	Zagreb.
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 merancang peraturan tentang 
audit internal pengguna ang­
garan serta peraturan tentang 
implementasi manajemen dan 
pengendalian keuangan  pada 
sektor publik yang membantu 
penerapan PIFC di kelembagaan, 
organisasi, dan operasional.3 
Tujuan umum dibuatnya 
kerangka normatif adalah un­
tuk meningkatkan manajemen 
sumber daya publik dan kepala 
unit pemerintahan sebagai 
penanggung jawab utama. Ke­
wajiban utama seorang kepala 
adalah membangun sistem 
pengendalian keuangan internal 
dan meningkatkan manajemen 
di unitnya selama masa pemerin­
tahannya. Tanggung jawab yang 
berlaku untuk semua kepala unit 
pemerintahan secara jelas dinya­
takan bahwa implementasi sistem 
pengendalian internal publik 
seharusnya berkontribusi kepada 
peningkatan proses manajemen 
di sektor publik. 
Di dalam sistem tersebut, 
ada dua komponen dasar yang 
penting untuk diterapkan dan 
dikembangkan pada sektor publik 
(untuk level daerah dan nasional), 
yaitu:




3	 	Pada	 tahun	2004,	 untuk	 pertama	 kalinya	UU	
Anggaran	 mengenai	 peraturan	 audit	 internal	
pengguna	 anggaran	 diresmikan	 (Official	 Ga-
zette	 114/04),	 lalu	 diperbaharui	 pada	 tahun	
2005	 (Official	 Gazette	 150/05).	 Di	 dalam	 UU	
Pengendalian	 Keuangan	 Internal	 Publik,	 pera-
turan	 audit	 internal	 pengguna	 anggaran	 (Of-




najemen dan pengendalian 
keuangan adalah kewajiban 
semua pengguna anggaran, tidak 
peduli berapa jumlah karyawan 
dan sumber daya keuangan. Fakta 
ini mengemukakan bahwa sudah 
jelas tujuan yang tercantum pada 
UU bahwa semua pengguna dana 
anggaran berkewajiban untuk 
mengelola dana anggaran dengan 
cara yang baik, etis, ekonomis, 
efisien, dan efektif. Setiap kegia­
tan harus sesuai dengan hukum, 
peraturan, kebijakan, rencana dan 
prosedur, perlindungan terhadap 
hilangnya properti akibat mana­
jemen yang buruk, penggunaan 
dana yang ilegal, serta penyim­
pangan dan penipuan dengan 
memperkuat akuntabilitas untuk 
realisasi keberhasilan tugas dan 
kewajiban untuk melaporkan 




gan	 Internal	 Publik.	 Zagreb.	 Official	 Gazette,	
141.
Kepala unit pemerintahan 
telah dikenal sebagai orang yang 
bertanggung jawab terhadap 
pembangunan sistem yang efektif 
dan efisien. “Pada sektor publik 
atau administrasi publik, efek­
tivitas di satu sisi didefinisikan 
sebagai objek, namun di sisi lain 
didefinisikan untuk mengukur 
(atau mengestimasi) hasil yang 
diperoleh” (Matei, Dinu, 2009, pp. 
3-5). Efisiensi, tanggung jawab, 
dan akuntabilitas juga menjadi 
tujuan utama pada reformasi 
administrasi. Kepala unit peme­
rintahan dapat mendelegasikan 
tanggung jawabnya ke orang 
lain dengan semua dokumen 
tentang organisasi internal dan 
metode kerja, tetapi tetap tidak 
dapat lari dari kewajibannya. 
Kewajiban kepala pemerintah 
sangatlah banyak. Oleh sebab itu, 
mereka tidak diperbolehkan un­
tuk melakukan pekerjaan opera­
sional yang berhubungan dengan 
pengimplementasian manajemen 
Saat membangun audit internal, bidang 
berikut yang akan disorot, yaitu:
1. Peran dan tujuan audit internal;
2. Cara mengembangkan audit internal;
3. Syarat mengembangkan audit internal sebagai sebuah profesi;
4. Cara mencapai kemerdekaan auditor internal dan unit audit 
internal 
5. Standar dan metodologi kerja auditor internal;
6. Kewajiban kepala unit dan kerja sama dengan divisi lain.









dan kontrol keuangan sehingga 
mereka memiliki kesempatan 
untuk memerintahkan manajer 
atau koordinator untuk mem­
bangun manajemen dan kontrol 
 keuang an. Mendelegasikan ke­
wenangan dan tanggung jawab 
pembangunan operasional 
kepada manajer atau koordina­
tor tidak dapat me ngaburkan 
tanggung jawab sebagai Kepala 
Pemerintahan.
Pembangunan sistem ma­
najemen dan pengendalian 
keuangan adalah suatu proses 
yang membutuhkan sejumlah 
waktu dengan pengenalan yang 
jelas tentang kegiatan dan tang­
gung jawab untuk mencapai hasil 
yang maksimal. Sesuai dengan 
kerangka normatif, penting bagi 
kepala pemerintahan untuk 
membuat rencana manajemen 
dan pengendalian keuangan, 
serta menentukan target waktu 
dan pihak­pihak yang terlibat. 
Rencana tersebut akan menunjuk­
kan tenggat waktu dalam sistem, 
yang merupakan bagian dari 
proses bisnis bagi para pengguna 
anggaran, dan proses bisnis akan 
dijelaskan dengan diagram  flow-
chart. Selanjutnya, peta proses 
akan terbentuk dan akan dimulai 
dengan identifikasi risiko, yang 
artinya evaluasi dan pengurutan 
risiko bertujuan untuk mengelola 
risiko­risiko tersebut. Setelah itu, 
pengendalian internal akan diesti­
masi, yang membutuhkan adanya 
pengendalian akan dianalisis, be­
berapa rencana untuk menghapus 
lemahnya pengendalian internal 
akan dibuat, serta periode untuk 
memonitor rencana ini akan 
diputuskan.
Sehubungan dengan peran­
nya yang telah diketahui, ruang 
lingkup audit internal pada sektor 
publik di Republik Kroasia telah 
didefinisikan. 
Audit internal5 (a) adalah 
bagian dari sistem pengendalian 
keuangan internal yang kompre­
hensif di sektor publik, (b) ber­
fungsi independen dan objektif 
yang memberikan pendapat dan 
anjuran dengan tujuan untuk 
menambah nilai dan meningkat­
kan pengguna anggaran operasi, 
serta (c) membantu pengguna 
anggaran untuk mencapai tujuan 
dengan menggunakan pendeka­
t an yang sistematis dan terarah 
sehingga meningkatkan efisiensi 
proses manajemen risiko, pengen­
dalian dan manajemen.
Audit internal diwajibkan 
untuk melaksanakan pengguna 
anggaran yang ditetapkan sesuai 
kriteria berikut, yaitu:
1.  Ukuran
5	 Pasal	 16,	 UU	 sistem	 Pengendalian	
Keuangan	Internal	pada	Sektor	Publik,	
Official	Gazete,	No.	141/2006.
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è	jika mereka mempeker­
jakan lebih dari 100 karyawan 
(pada level nasional) atau 50 
karyawan (pada level lokal), 
serta memiliki pengeluaran 
dan biaya tahunan lebih dari 
30 juta Kuna Kroasia.
2. Kriteria lainnya (unit pe­
merintahan lokal yang telah 
memiliki fungsi sentralisasi).
3. Semua yang menggunakan 
pendanaan Uni Eropa.6
Unit audit internal dan au­
ditor internal yang independen 
dicirikan sebagai salah satu syarat 
penting untuk menjalankan ke­
wajiban mereka. Berdasarkan UU, 
audit internal harus sesuai dengan 
(a) Standar Internasional Audit 
Internal (International Internal 
Auditing Standards) dan (b) Ara­
han dan pedoman yang mengatur 
audit internal di Kroasia.
Rincian arahan yang me­
6	 Peraturan	audit	internal	pengguna	an-
ggaran,	Official	Gazete,	No.35/2008.
ngatur audit internal adalah The 
Charter of Internal Auditor dan 
Code of Professional Ethic of Inter-
nal Auditors and The Manual for 
Internal Auditors yang dibuat oleh 
Kementerian Keuangan Republik 
Kroasia. Menteri Keuangan ber­
tanggung jawab untuk berkoor­
dinasi membangun dan mengem­
bangkan sistem ini. Direktorat 
harmonisasi audit internal dan 
pengendalian keuangan bertang­
gung jawab untuk melakukan 
koordinasi. Direktorat ini telah 
mengubah konstitusi agar sesuai 
dengan pengembangan sistem 
pengendalian keuangan internal. 
Pengembangan metodologi dan 
standar pengendalian audit in­
ternal ditekankan dari konstitusi 
baru tersebur dengan koordinasi 
di bidang pendidikan, penilaian 
kualitas, dan kerja sama interna­
sional, terutama dengan dengan 
sesama Uni Eropa.7
7	 	Konstitusi	 lingkup	kerja	didefinisikan	
Lokakarya dan kuliah di­
atur sebagai bentuk pemahaman 
akan pentingnya pendidikan 
karyawan administrasi negara 
dalam melaksanakan kewajiban 
pengendalian internal yang sesuai 
dengan konstitusi. Manual dan 
instruksi yang disajikan dengan 
mengadopsi metodologi kerja 
umum juga dipersiapkan bagi 
karyawan yang terlibat langsung 
dalam sistem audit internal serta 
pengendalian dan manajemen 
keuangan. Sertifikasi bagi para au­
ditor internal juga diberlakukan.8
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Oleh: Hadiyul Anam, S.IP., M.Si., QIA. 
Auditor Madya pada Inspektorat II
Pengawasan (controlling) merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting 
dalam organisasi. Fungsi pengawasan 
berhubungan erat dengan fungsi­
fungsi manajemen lainnya. Artinya, 
pengawasan diperlukan untuk 
menilai apakah fungsi­fungsi yang 
lain, seperti perencanaan (planning), 
pengorganisasian  (organizing), 
dan pelaksanaan (actuating) telah 
dilakukan secara efektif. Oleh karena 
itu, pengawasan ikut menentukan 
apakah suatu organisasi berhasil 
mewujudkan tujuan­tujuanya. 
Begitu pentingnya pengawasan 
sehingga di dalam setiap organisasi, 
baik sektor publik mau pun swasta, 
selalu ada unit kerja dengan nama 
atau sebutan apa pun yang diberi 
tugas dan tanggung jawab untuk 
melakukan pengawasan internal. 
Aparat pengawasan internal ini 
selanjutnya dalam makalah ini 
disebut sebagai audit internal. Kata 
internal di sini menegaskan bahwa 
audit internal merupakan bagian 
integral dari manajemen. Sebagai 
bagian dari manajemen, maka 
nature audit internal pada dasarnya 
adalah membantu manajemen.
Permasalahannya adalah apakah 
yang disebut dengan audit internal 
yang bernilai tambah? Faktor­
faktor apa yang mempengaruhi 
nilai tambah? Bagaimana audit 
internal memberikan nilai tambah? 




Dewasa ini, perhatian terhadap 
peran audit internal semakin 
meningkat. Hal ini didasari oleh 
meningkatnya kesadaran organisasi 
tentang risiko. Sebagai fungsi 
control, audit internal membantu 
manajemen dalam mengelola risiko 
sehingga aktivitas organisasi akan 
selalu berada pada rel pencapaian 
tujuan (on the track). 
Banyak definisi yang men­
jelaskan tentang audit internal. 
Salah satu definisi yang sering 
digunakan sebagai referensi adalah 
definisi dari The Institute of Internal 
Auditor (The IIA, 2000), yaitu 
“Internal auditing is an in-
dependent, objective  assurance 
and consulting activity de-
signed to add value and im-
prove an organization’s opera-
tions. It helps an orga nization 
accomplish its objectives by 
bringing a systematic, discip-
lined approach to evaluate 
and improve the effectiveness 
of risk management, control, 
and governance processes”.
Audit internal meliputi aktivitas 
assurance dan consulting  yang 
independen dan objektif. Assurance 
berkaitan dengan  jasa pemberian 
jaminan kualitas bertujuan untuk 
memberikan keyakinan yang 
memadai bahwa aktivitas organisasi 
telah dijalankan sesuai dengan 
prosedur, kebijakan, dan peraturan 
sehingga mencapai tujuan. Adapun 
consulting adalah jasa pemberian 
advice kepada auditan (client) 
tentang suatu  permasalahan. Dari 
sinilah audit internal diharapkan 
dapat memberikan nilai.
Kedua aktivitas tersebut di­
la kukan secara independen 
dan objektif. Pimpinan Aparat 
Penga wasan Intern Pemerintah 
(APIP) tidak diperkenankan 
menempatkan auditor dalam 
Audit Internal Yang Bernilai Tambah 
(Value-Added Internal Audit)  
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situasi yang membuat auditor 
tidak mampu mengambil 
keputusan berdasarkan 
pertimbangan profesionalnya.
Definisi dari The IIA 
selanjutnya menjelaskan 
bahwa aktivitas audit internal 
tersebut melalui pendekatan 
yang sistematis dan konsisten. 
Sistematis merujuk pada 
kondisi ketika suatu rangkaian 
pekerjaan dilaksanakan sesuai 
tahapan tertentu yang terintegrasi 
dalam satu kesatuan rangkaian 
sistem. Dimulai  dari Survey 
Pendahuluan (SP), Evaluasi Sistem 
Pengendalian Manajemen (ESPM), 
Audit Lanjutan atau Audit Rinci 
(Field Audit), dan Penyusunan 
Laporan Hasil Audit (LHA). Ada­
pun konsisten artinya tahapan 
tersebut secara terus­menerus akan 
dilakukan seperti itu secara baku 
dan tidak berubah­ubah.
Manajemen risiko adalah 
suatu pendekatan terstruktur/
metodologi dalam mengelola 
ketidakpastian yang berkaitan 
dengan ancaman, suatu rangkaian 
aktivitas manusia termasuk: peni­
laian risiko, pengembangan strategi 
untuk mengelolanya dan mitigasi 
risiko dengan menggunakan pem­
berdayaan/pengelolaan sumber 
daya. 
Namun demikian, risiko tidak 
harus selalu dianggap sebagai 
ancaman. Sebaliknya, risiko da­
pat dijadikan sebagai peluang 
untuk mencapai tujuan. Mengapa 
auditor perlu memahami konsep 
manajemen risiko? Auditor perlu, 
dan sangat berkepentingan dalam 
memahami proses manajemen 
risiko agar ia dapat memberikan 
kontribusi yang berarti dalam 
proses evaluasi aktivitas organisasi 
dan membantu pencapaian kinerja 
manajemen.
Adapun tata kelola, sesuai 
standar internasional untuk Praktik 
Profesional Audit Internal, lingkup 
aktivitas audit internal di antaranya 
adalah tata kelola (governance). 
Aktivitas audit internal harus 
menilai dan membuat rekomendasi 
untuk meningkatkan proses tata 
kelola organisasi dalam rangka 
pemenuhan tujuan.
Pengertian tata kelola sendiri 
adalah rangkaian proses, kebiasaan, 
kebijakan, aturan, dan institusi 
yang memengaruhi pengarahan, 
pe ngelolaan, serta pengontrolan 
suatu perusahaan atau korpora­
si. Tata kelola perusahaan juga 
mencakup hubungan antara para 
pemangku kepentingan (stake-
holders) yang terlibat, serta tujuan 
pengelolaan perusahaan. 
Memang konsep ‘tata kelola’ 
sesungguhnya berasal dari sektor 
private (corporate) yang didasari 
oleh Teori Organisasi Ekonomi 
(Organizational Economics Theory) 
yang di dalamnya terdapat Teori 
Keagenan (Agency Theory) dan Teori 
Biaya Transaksional (Transactional 
Cost Theory of Organization). Teori 
Keagenan dan Biaya Transaksi 
menggambarkan suatu kondisi 
atas dasar ketidakpercayaan akan 
perilaku manusia yang cenderung 
mengejar kepentingan pribadi 
melalui organisasi.
Teori Biaya Transaksi membe­
rikan kerangka acuan sebagai 
penjelasan umum atas keberadaan 
organisasi sebagai suatu mekanisme 
untuk mendukung keputusan pada 
kondisi ketidakpastian. Teori ini 
juga merupakan fokus utama 
penciptaan efisiensi. Teori Biaya 
Transaksi menjelaskan bahwa 
pertumbuhan sebuah organisasi 
besar dengan hierarki manajemen 
yang cukup luas (high spend of 
control) dapat menyebabkan 
manajer tingkat atas kehilangan 
kontrol terhadap manajer tingkat 
bawah dan menengah, yang ber­
dampak pada terjadinya mo ral 
hazard dan pemanfaatan sum­
ber­sumber organisasi untuk 
kepentingan pribadi.
Di samping itu dari Teori Ke a­
genan juga menjelaskan menge nai 
konsekuensi dari implementasi 
tata kelola sendiri adalah rangkaian 
proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan 
institusi yang memengaruhi pengarahan, 
pe ngelolaan, serta pengontrolan suatu 
perusahaan atau korporasi.
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Entity Theory dan Theory of The 
Firm (Baumol, 1959 dan Marris, 
1964) yang menggeser kekuasaan 
pengelolaan perusahaan dari 
Pemilik (Principal) kepada Manajer 
(Agen). Sebagai Agen, manajer 
mempunyai kecenderungan untuk 
mengutamakan kepentingannya 
sendiri dibandingkan kepentingan 
pemilik. Hal ini terjadi karena 
adanya asymmetry information 
(G Akerlof, 1970) antara agen 
dan pemilik. Agen menguasai 
informasi tentang keuangan 
perusahaan, sementara Pemilik 
hanya memiliki sedikit informasi 
mengenai keuangan. 
Sementara itu pengendalian 
dalam teori akuntansi dan 
organisasi, didefinisikan sebagai 
suatu proses, yang dipengaruhi 
oleh sumber daya manusia dan 
sistem teknologi informasi, yang 
dirancang untuk membantu 
organisasi mencapai suatu 
tujuan atau objektif tertentu. 
Pengendalian intern merupakan 
suatu cara untuk mengarahkan, 
mengawasi, dan mengukur sumber 
daya suatu organisasi. Ia berperan 
penting untuk mencegah dan 
mendeteksi penggelapan (fraud) 
dan melindungi sumber daya 
organisasi. 
Audit Internal Yang Bernilai 
Tambah (Value-Added Internal 
Audit)
Nilai tambah (value added) 
menjadi kata kunci yang membuat 
audit internal menjadi spesial dan 
penting dalam organisasi. Arti dari 
nilai tambah itu sendiri dapat 
menjadi hal yang sangat subjektif, 
dan rentan untuk diperdebatkan. 
Namun, bagaimana cara mencapai 
nilai tambah menjadi hal yang 
penting bagi audit internal.
Bota (2008) menerangkan 
konsep audit internal yang 
memberikan nilai tambah yang 
diserap dari The IIA (2000) sebagai 
berikut:
“This concept of value-added 
as being the value provided 
by improving opportunities 
to achieve organizational 
objectives, identifying 
operational improvement, 
and/or reducing risk exposure 
through both assurance and 
consulting services.”
Definisi ini menjelaskan bah wa 
konsep nilai tambah se bagai nilai 
yang dihasilkan dengan meningkat­
kan peluang (kemungkinan) untuk 
tercapainya tujuan, meningkat­
nya operasi dan/atau berkurang­
nya risiko yang terungkap, baik 
dari kegiatan assurance mau pun 
consulting. Selain itu, Roth (2003) 
juga menjelaskan deskripsi dari 
audit internal yang memberikan 
nilai tambah adalah
”Audit work that helps 
ma nagement improve 
the business, rather than 
assignments that simply verify 
compliance with policies and 
procedures.”
Audit yang bernilai tambah 
adalah pekerjaan audit yang 
membantu manajemen dalam 
meningkatkan bisnis (usaha), 
bukan hanya tugas menilai 
kepatuhan terhadap kebijakan dan 
prosedur. Dari definisi-definisi 
tersebut dapat diambil benang 
merah tentang pengertian audit 
internal yang bernilai tambah, 
yaitu audit yang tidak hanya 
sekedar menilai kepatuhan 
terhadap kebijakan, prosedur, 
atau peraturan, tetapi juga audit 
yang mampu menciptakan lebih 
banyak peluang (kemungkinan) 
bagi tercapainya tujuan organisasi 
Audit internal yang bernilai 
tambah juga berarti audit yang 
efektif sebagaimana teori efektivitas 
dari Quinn dan Rohrbaugh (1993: 
87)  yang mengklasifikasikan 
efektivitas organisasi menjadi 4 
(empat) model, yaitu 
§ Model Tujuan Rasional 
(Rational Goal Model), dengan 
model ini aktivitas audit 
internal dikatakan efektif 
apabila mampu mencapai 
tujuannya. 
§ Model Hubungan Manusia 
(Human Relation Model), 
dengan model ini aktivitas 
audit internal dikatakan efektif 
apabila mampu meningkatkan 
hubungan antarpersonal 
anggota organisasi sehingga 
aktivitas organisasi efektif dan 
tujuan organisasi tercapai. 
Di sini peran audit internal 
sebagai katalis diperlukan. 
Dalam konteks audit, auditor 
internal sebagai katalis berarti 
auditor yang mampu membuat 
perubahan, tetapi auditor itu 
sendiri tidak ikut terpengaruh 
(tetap independen dan 
objektif).
§ Model Sistem Terbuka (Open 
System Model), dengan model 
ini aktivitas audit internal 
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dikatakan efektif apabila 
mampu mengolah input 
dari lingkungannya menjadi 
output yang bermanfaat untuk 
lingkungannya. 
§ Model Proses Internal (Internal 
System Model), dengan model 
ini aktivitas audit internal 
dikatakan efektif apabila 
mampu meningkatkan 
proses­proses internal dalam 
organisasi. 
Dengan teori efektivitas 
tersebut,apakah berarti audit 
internal yang bernilai tambah sama 
dengan audit yang efektif? Efektif 
merujuk pada ‘proses’, sedangkan 
nilai tambah merujuk pada ‘hasil’. 
Pekerjaan audit yang dilaksanakan 
dengan efektif akan memperoleh 
hasil audit yang efektif, yang sesuai 
dengan teori efektivitas di atas. 
Hasil audit yang efektif adalah audit 
yang mampu membawa perubahan 
bagi organisasi yang diaudit berupa 
peningkatan kinerja, peningkatan 
proses­proses internal dalam 
organisasi, peningkatan hubungan 
antaranggota organisasi, dan 
mampu memberikan rekomendasi 
perbaikan yang semuanya akan 
meningkatkan peluang bagi 
tercapainya tujuan organisasi. Dari 
sinilah kemudian dikatakan audit 
telah memberikan nilai tambah.
Oleh karena itu, antara nilai 
tambah dan efektivitas terdapat 
hubungan. Nilai tambah merupakan 
titik fokus dari keberadaan audit 
internal karena menurut Mihret 
(2008) efektivitas audit internal 
yang lebih rendah mungkin 
merupakan indikasi rendahnya nilai 
tambah. Pernyataan Mihret tersebut 
dikuatkan pula oleh literatur lain 
yaitu Roth (2002) yang menyatakan 
bahwa efektivitas audit internal 
dan nilai tambah audit internal 
terkait secara positif.
Dari teori­teori dan konsep­
konsep sebagaimana yang telah 
diuraikan di atas, dapat dibuat 
kerangka pemikiran yang berguna 
untuk lebih memahami alur pikir 
audit internal yang bernilai tambah. 
Kerangka pemikiran merupakan 
model konseptual tentang 
bagaimana hubungan antara teori 
dengan berbagai faktor yang telah 
teridentifikasi sebagai masalah yang 
penting (Sekaran, 1992). Kerangka 
pemikiran tersebut sebagaimana 
terlihat dalam gambar kerangka 
pemikiran.
Dari kerangka pemikiran 
tersebut di atas, dapat dijelaskan 
proses aktivitas audit internal yang 
memberikan nilai tambah. Semua 
aktivitas tersebut dilakukan untuk 
membantu manajemen dalam 
mengelola risiko, pengendalian, 
dan tata kelola sehingga efektif 
dan akhirnya tujuan organisasi 
tercapai. Dengan demikian,  audit 












Dari	 kerangka	 pemikiran	 tersebut	 di	 atas,	 dapat	 dijelaskan	 proses	 aktivitas	 audit	
internal	yang	memberikan	nilai	 tambah.	Aktivitas	audit	 internal	meliputi	audit,	 reviu,	
evaluasi,	 pemantauan	 dan	 kegiatan	 pengawasan	 l innya	 yang	 dilandasi	 dengan	
Standar	 Audit	 dan	 Kode	 Etik	 serta	 dituntun	 dengaan	 Standar	 Operasional	 Prosedur	
(SOP).	 	 Standar	 audit	 berfungsi	 sebagai	 standar	 kualitas.	 Kode	 etik	 akan	 menjaga	
perilaku	auditor	dari	perbuatan	y g	tidak	etis	yang	d pat	merus k	independe si	dan	
obyektivitas	 audit.	 SOP	 akan	 mengarahkan	 aktivitas	 audit	 internal	 selalu	 terarah	





Banyak	 faktor	 yang	 dapat	 mempengaruhi	 mengapa	 audit	 internal	 tidak	 dapat	
memberikan	nilai	tambah,	yaitu:		
1. Praktik	 (best	 practice)	 audit	 lebih	 banyak	 dilakukan	 deng n	 post- u it	 sehingga	
tidak	memungkinan	diperoleh	nilai	tambah,	karena	dengan	post-audit	relatif	sudah	
tidak	 ada	 permasalahan	 yang	 bisa	 diluruskan,	 karena	 sudah	 terjadi	 dan	
penyimpangan	 sudah	 tidak	 dapat	 dicegah.	 Dari	 post-audit	 mungkin	 diperoleh	











































Ada beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi mengapa audit 
internal tidak dapat memberikan 
nilai tambah, yaitu 
1. Praktik (best practice) audit 
lebih banyak dilakukan 
dengan post-audit sehingga 
tidak memungkinan diperoleh 
nilai tambah karena dengan 
post-audit relatif sudah tidak 
ada permasalahan yang bisa 
diluruskan sebab sudah terjadi 
dan penyimpangan sudah tidak 
dapat dicegah. 
 Audit yang memungkinkan 
diperolehnya nilai tambah 
secara optimal adalah 
current-audit, yaitu audit 
yang dilakukan terhadap 
program yang sedang berjalan. 
Dengan audit ini apabila 
ditemukan kekeliruan, 
kekeliruan tersebut masih 
dapat diluruskan dan potensi 
penyimpangan dapat dicegah 
sehingga program tetap pada 
rel pencapaian tujuan dan 
tidak terjadi penyimpangan. Di 
samping itu dengan audit ini 
memungkinkan audit internal 
dapat menjalankan perannya 
sebagai konsultan dan katalis. 
Audit internal lebih optimal 
dalam membantu manajemen 
karena manajemen dapat 
mengkomunikasikan secara 
langsung permasalahan­
permasalahan yang dihadapi 
manajemen sehingga secara 
bersama­sama dapat dicarikan 
solusi terbaik untuk mengatasi 
permasalahan­permasalahan 
tersebut.
2. Pelaksanaan audit tidak 
mengikuti standar audit 
sehingga mempengaruhi 
kualitas hasil audit yang pada 
giliranya nilai tambah yang 
dihasilkan tidak optimal. 
Standar audit pada dasarnya 
adalah suatu kriteria atau 
ukuran mutu minimal yang 
harus dipernuhi oleh auditor 
dalam melakukan kegiatan 
audit. 
 Pekerjaan audit yang dilakukan 
dengan mengikuti standar 
akan meningkatkan kualitas 
hasil audit. Sebaliknya 
pekerjaan audit yang tidak 
memenuhi standar dapat 
menurunkan kualitas hasil 
audit. Pada suatu kasus ketika 
auditor internal diminta 
untuk menjadi saksi terkait 
dengan audit yang dilakukan 
sehingga sampai di pengadilan, 
pengacara (pembela) tersangka 
akan berusaha melemahkan 
kredibiltas auditor, antara 
lain dengan menanyakan 
bagaimana proses audit 
dilakukan, apakah mengikuti 
standar dan prosedur audit 
yang berlaku, dan sebagainya 
sampai diperolehnya simpulan 
sehingga sampai di pengadilan. 
Apabila ternyata diketahui 
audit tidak memenuhi 
standar audit, hasil audit akan 
diragukan kebenarannya. Di 
sinilah antara lain pentingnya 
standar audit.
3. Desain atau rancangan program 
audit. Program audit adalah 
suatu rangkaian langkah­
langkah (prosedur) audit 
yang akan ditempuh dan 
teknik­teknik audit yang akan 
digunakan untuk menguji 
setiap tujuan audit yang 
ditetapkan  guna memperoleh 
keyakinan atas berbagai aspek 
yang penting dari organisasi. 
Dari pengertian ini jelas 
hasil audit yang efektif adalah 
audit yang mampu membawa 
perubahan bagi organisasi yang diaudit 
berupa peningkatan kinerja, peningkatan 
proses-proses internal dalam organisasi, 
peningkatan hubungan antar anggota 
organisasi, dan mampu memberikan 
rekomendasi perbaikan, yang semuanya 
akan meningkatkan peluang bagi 
tercapainya tujuan organisasi.
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program audit berisi prosedur 
dan teknik audit. 
 Apabila aspek­aspek penting 
terlewati menyebabkan 
hasil audit tidak material 
karena hasil audit tidak 
berhasil mengungkapkan 
permasalahan­permasalahan 
yang sebenarnya dihadapi 
organisasi sehingga aktivitas 
audit internal dapat dipastikan 
tidak akan memberikan nilai 
tambah bagi organisasi.
4. Kompetensi auditor internal. 
Kompetensi merupakan 
karakteristik yang mendasari 
seseorang dalam bertindak 
yang berkaitan dengan standar 
kinerja efektif dan atau kinerja 
superior dalam suatu pekerjaan 
(Spencer & Spencer, 1993). 
Spencer & Spencer selanjutnya 
membagi kompetensi dalam 5 
(lima) karakteristik yaitu: motif 
(motives), kepribadian (trait), 
konsep diri (self-concept), 
pengetahuan (knowledge), 
dan ketrampilan (skill). 
Dari pengertian kompetensi 
tersebut di atas, pekerjaan yang 
dilakukan dengan dasar pengeta­
huan dan keterampilan tentang 
pekerjaan tersebut serta sikap 
yang sesuai dengan karakteris­
tik pekerjaan, akan menghasilkan 
pekerjaan yang berkualitas. 
Pekerjaan audit yang tidak 
didasari dengan pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap yang 
diperlukan untuk pekerjaan audit 
dapat dipastikan hasilnya tidak 
berkualitas, yang pada akhirnya 
audit yang dilakukan tidak dapat 
memberikan nilai tambah.
Disamping faktor­faktor 
tersebut di atas, masih banyak 
faktor­faktor lain yang dapat 
mempengaruhi penciptaan nilai 
tambah, tetapi tidak mungkin 
dituliskan satu per satu.
Upaya Penciptaan Nilai Tambah
Upaya­upaya yang dapat 
dilakukan agar audit internal dapat 
memberikan nilai tambah yaitu 
dengan merealisasikan paradigma 
baru audit internal dalam praktik 
bahwa audit internal tidak hanya 
sebagai watchdog, tetapi juga 
konsultan dan katalis. Audit tidak 
hanya fokus mencari temuan, tetapi 
juga harus membantu manajemen 
dengan mencari solusi. Audit yang 
semula bersifat represif menjadi 
preventif, auditor yang semula 
bersikap layaknya polisi menjadi 
layaknya mitra. Komunikasi yang 
semula hanya terbatas pada saat 
audit saja menjadi komunikasi yang 
kontinyu dan intens. Hubungan 
yang semula hubungan antara 
pemeriksa dan terperiksa menjadi 
hubungan layaknya konsultan dan 
client, dan sebagainya.
Salah satu cara untuk mere­
alisasikan paradigma baru audit 
internal tersebut adalah dengan 
cara mengubah praktik audit dari 
semula lebih banyak post-audit 
menjadi current-audit. Karena 
dengan current-audit, pertama, 
auditor akan dapat lebih banyak 
memerankan sebagai konsultan 
dan katalis sehingga akan lebih 
optimal dalam membantu 
manajemen. Kedua, apabila terjadi 
kesalahan masih dapat dilakukan 
perbaikan (berbeda dengan 
post-audit apabila ditemukan 
kesalahan sudah tidak mungkin 
dapat dilakukan perbaikan karena 
sudah terjadi). Ketiga, pencegahan 
tejadinya penyimpangan juga dapat 
dilakukan secara lebih optimal 
karena audit dilakukan pada 
tahap proses sehingga potensi 
terjadinya penyimpangan dapat 
dideteksi dan dapat diminimalisasi, 
bahkan dapat dihilangkan sehingga 
penyimpangan tidak terjadi.
Pada tataran teknis, upaya 
yang dapat dilakukan yaitu 
dengan meningkatkan ketaatan 
terhadap standar audit dalam 
pelaksanaan audit, pelaporan dan 
tindak lanjut serta meningkatkan 
kualitas pekerjaan dalam audit. 
Ketaatan terhadap standar audit 
akan meningkatkan kualitas hasil 
audit. Dengan meningkatnya 
kualitas hasil audit, nilai tambah 
yang diharapkan dari audit internal 
dapat diperoleh.
Upaya yang tak kalah penting 
untuk dilakukan adalah terus­
menerus meningkatkan kualitas 
dan kompetensi auditor internal 
karena auditor internal  dituntut 
untuk dapat berperan sebagai 
konsultan dan katalis. Oleh 
karena itu, auditor internal harus 
mempunyai kemampuan yang lebih 
dibanding manajemen. 
Dengan upaya­upaya yang 
dilakukan sebagaimana diuraikan 
di atas, auditor internal dapat 
memberikan nilai tambah bagi 
organisasi. Apakah audit yang kita 
lakukan sudah memberikan nilai 
tambah? Mari kita tanyakan pada 
diri kita masing­masing. 
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MENJAGA INTEGRITAS DAN OBJEKTIVITAS 
AUDITOR
Oleh Helena, Auditor Ahli Madya Pada Inspektorat I
Integritas merupakan sifat dasar yang  membuat auditor mampu mengungkapkan permasalahan auditan secara langsung tanpa 
dipengaruhi oleh siapapun, baik itu 
rekan mau pun atasannya. Auditor 
yang berintegritas akan bersikap se­
suai prinsip moralnya dan akan me­
nolak bila hanya karena kepantasan 
atau kelayakan saja. Intergritas harus 
dipertahankan karena merupakan 
sikap yang benar dalam menghadapi 
dilema etika .
Tantangan umum yang biasa 
terjadi ketika auditor mendapat 
tekanan dari atasannya mau pun 
auditan atau pihak tertentu untuk 
setuju pada laporan keuangan yang 
ada potensi unsur kesalahannya. Bi­
asanya dengan alasan sekali ini saja.
Integritas kadang diselewengkan/
dikompromikan ketika menyatakan 
pendapat mengenai jumlah peng­
hasilan yang dapat dikenakan pajak. 
Kenyataan sekali diselewengkan, 
selalu ada kemungkinan penyele­
wengan selanjutnya.
Menurut Rule 102 dari AICPA 
(American Institute of Certified Pu-
blic Accountants): Dalam setiap pe­
layanan, setiap orang harus menjaga 
objektivitas dan integritas, juga ha­
rus bebas dari konflik kepentingan 
pribadi. Mengacu Rule 102 ini, me­
mang sudah sesuai dengan tugas dan 
fungsi auditor dalam pengawasan  di 
Indonesia. Selain itu, untuk menjaga 
integritas dan objektivitas diperlu­
kan juga kemampuan antara lain:
1. Kebutuhan untuk mengerti data 
yang disajikan, prinsip­prinsip 
akuntansi, standar dengan pihak 
terkait lainnya.
2. Menyertakan standar audit dan 
ilmu profesional lainnya yang 
berkaitan dengan pajak dalam 
laporan keuangan.
3. Mempertimbangkan ancaman 
terhadap integritas dan objekti­
fitas, seperti kepentingan pribadi, 
dan keluarga.
Ketika ancaman teridentifika­
si, langkah pertama yang harus 
dilakukan ialah mengevaluasi apa­
kah ancaman tersebut berbahaya 
bila tidak ditangani dan evaluasi 
hal­hal yang merupakan ancaman 
terhadap in tegritas dan objektivitas. 
Bila ancaman masih pada level yang 
dapat diterima, tidak diperlukan pe­
ngamanan untuk auditor.
Ancaman pada integritas dan 
objektifitas:
1. Kepentingan pribadi, contoh nya 
auditor dipengaruhi oleh hu­
bungan bisnis pribadi dengan 
 auditan.
2. Hubungan kekeluargaan, 
 contoh nya Auditor memiliki 
hubungan kekeluargaan dengan 
auditan, seperti anggota keluarga 
auditor bekerja sebagai Bendaha­
ra pada auditan.
3. Adanya hubungan pekerjaan, 
 contohnya auditor bekerja sebagai 
“penasehat keuangan” pada audi­
tan.
Apabila ketiga ancaman tersebut 
dapat dihilangkan atau dihilang­
kan, permasalahan yang ada ha nya 
bagaimana menjaga objektivitas 
dalam menjalankan pekerjaannya 
dalam mengaudit.
Dalam hal ini diperlukan reviu 
pada kertas kerja audit, yang me­
rupakan proses untuk menjaga mutu 
hasil audit. Yang akan terlihat pada 
ketepatan, kecermatan dan kewaja­
r an kesimpulan serta rekomendasi 
yang dapat ditindak lanjuti oleh au­
ditan, sebab bila tidak dapat ditin­
daklanjuti oleh auditan, temuan 
tersebut cacat atau tidak tepat.
Reviu dapat dilakukan berjen­
jang, dari auditor, ke ketua tim dan 
pengendali teknis. Hal semacam 
ini menghasilkan objektivitas yang 
diinginkan. Akibatnya hasil audit 
yang dihasilkan bermutu tinggi dan 
berbobot serta  dapat meningkatkan 
kepuasan pihak auditan pada audi­
tor. Sehingga kedatangan auditor 
dinanti karena memang benar­benar 
dibutuhkan.
Integritas dan objektivitas ha­
rus berjalan beriringan dan tidak 
terpisahkan untuk menjamin hasil 
audit yang memuaskan, bermutu, 
dan merupakan tulang punggung 
dari kode etik auditor.
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KONSKUENSI LOGIS AUDITOR YANG SUDAH 
LEBIH DARI LIMA TAHUN BELUM DAPAT 
MEMENUHI ANGKA KREDIT MINIMAL
Oleh: Priyatno Harsosandy
Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dalam struktur organisasi Inspektorat Jenderal, Auditor adalah jabatan fungsional. Auditor 
adalah Jabatan yang mempunyai 
ruang lingkup, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang untuk me­
lakukan pengawasan intern pada 
instansi pemerintah, lembaga dan/
atau pihak lain yang di dalamnya 
terdapat kepentingan negara sesuai 
dengan peraturan perundang­
undangan, yang diduduki oleh 
Pegawai Negeri Sipil dengan hak 
dan kewajiban yang diberikan secara 
penuh oleh pejabat yang berwenang.
Auditor terdiri atas Auditor 
Ahli dan Auditor Terampil. Auditor 
Ahli adalah Auditor yang berlatar 
pendidikan minimal Strata I/
Diploma IV, mempunyai sertifikat 
masuk auditor ahli, serta dalam 
melaksanakan tugas pengawasan 
dilandasi oleh pengetahuan, 
metodologi, dan teknik analisis 
yang didasarkan atas disiplin ilmu 
pengawasan. Auditor Terampil 
adalah auditor yang berlatar 
pendidikan minimal Sekolah 
Lanjutan Tingkat Atas, mempunyai 
sertifikat masuk Auditor Terampil, 
serta dalam melaksanakan tugas 
pengawasan mempergunakan 
prosedur dan teknik kerja yang telah 
ditentukan di bidang pengawasan.
Suka atau tidak suka auditor 
adalah jabatan prestisius di 
lingkungan Inspektorat Jenderal 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Dikatakan prestisius 
karena untuk meraih jabatan 
ini tidaklah gampang. Seseorang 
dapat diangkat menjadi auditor di 
Inspektorat Jenderal Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan apabila 
dapat memenuhi beberapa syarat. 
Syarat pertama, tentu saja sudah 
harus menjadi Pegawai Negeri Sipil. 
Syarat kedua, PNS tersebut harus 
lulus sertifikasi yang diselenggarakan 
oleh BPKP. Syarat ketiga, auditor 
harus memenuhi kriteria etika. 
Kewajiban Auditor
Agar auditor dapat bertahan 
dalam jabatannya, auditor harus 
secara periodik mengusulkan angka 
kredit. Setiap auditor mengusulkan 
secara hierarki Daftar Usulan Pene­
tapan Angka Kredit (DUPAK) se­
tiap semester. Penilaian Angka 
Kredit meliputi Pendidikan dan 
Pelatihan; Kegiatan Pengawasan; 
dan Pengembangan Profesi. Jumlah 
Angka Kredit kumulatif minimal 
yang harus dipenuhi auditor adalah 
paling rendah 80% (delapan puluh 
persen) Angka Kredit berasal dari 
unsur utama; dan paling tinggi 20% 
(dua puluh persen) Angka Kredit 
berasal dari unsur penunjang.
Penilaian angka kredit auditor 
untuk golongan sampai dengan 
IV/a dilakukan oleh Tim Penilai 
di Kantor Inspektorat Jenderal, 
sedangkan untuk Golongan IV/b ke 
atas dilakukan oleh tim penilai BPKP. 
Problem yang Dihadapi Auditor
Banyak auditor di Inspektorat 
Jenderal Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan yang sudah 
lebih lima tahun dalam pangkat 
dan jabatan yang sama, belum 
mencapai angka kredit minimal 
yang dipersyaratkan. Sesuai data di 
Bagian Hukum dan Kepegawaian 
Inspektorat Jenderal Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan per 31 
Desember 2014,  jumlah auditor yang 
dimiliki oleh Inspektorat Jenderal 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan sebanyak 270 orang, 
terdiri dari 8 orang Auditor Utama, 
128 orang Auditor Madya, 58 orang 
Auditor Muda, 51 orang Auditor 
Pertama, 10 orang Auditor Penyelia, 
7 orang Auditor Pelaksana Lanjut, 
dan 8 orang Auditor Pelaksana. Dari 
jumlah tersebut, 42 orang Auditor 
(11,34%)  sudah lebih dari 5 tahun 
belum memenuhi jumlah Angka 
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Kredit yang dipersyaratkan. Paling 
lama di pangkat adalah 16 tahun, 
dan paling lama di jabatan 13 tahun, 
seperti rincian di dalam tabel Lama 
di Pangkat dan Lama di Jabatan 
Auditor.
Di samping itu, terdapat pula 
30 orang auditor yang sudah lebih 
dari lima tahun dalam pangkat dan 
jabatan yang sama angka kredit 
minimalnya sudah terpenuhi dan 
sedang diproses kenaikan pangkat 
dan jabatannya. Di antara ketiga 
puluh orang tersebut, kemungkinan 
saat ini sudah ada yang lolos dan 
berhasil naik pangkat setingkat 
lebih tinggi, tetapi ada juga yang 
kemungkinannya ditolak.
Faktor Penyebab
Banyak faktor yang menyebabkan 
auditor tidak dapat memenuhi 
angka kredit minimal yang di­
per syaratkan. Faktor utama 
adalah tidak terpenuhinya angka 
kredit dari unsur Pengembangan 
Profesi. Dari 42 orang yang belum 
memenuhi angka kredit minimal 
seperti tersebut di atas, 26 orang 
(58,31%) karena angka kredit dari 
unsur Pengembangan Profesinya 
tidak tercapai. Padahal syarat 
minimal angka kredit dari unsur 
Pengembangan Profesi tidaklah 
besar. Sebagaimana tertuang dalam 
Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor Per/220/M.
PAN/7/2008 tentang auditor dan 
angka kreditnya, untuk dapat  naik 
jabatan/pangkat setingkat lebih 
tinggi seorang auditor diwajibkan 
mengumpulkan Angka Kredit 
dari unsur pengembangan profesi 
sebagai berikut: 
1. Auditor Pelaksana paling rendah 
1 (satu) angka kredit; 
2. Auditor Pelaksana Lanjutan 
paling rendah 2 (dua)  angka 
kredit; 
3. Auditor Penyelia paling rendah 4 
(empat) angka kredit; 
4. Auditor Pertama paling rendah 3 
(tiga) angka kredit; 
5. Auditor Muda paling rendah 8 
(delapan) angka kredit; 
6. Auditor Madya paling rendah 15 
(lima belas) angka kredit; 
7. Auditor Utama paling rendah 30 
(tiga puluh) angka kredit.
Banyak auditor yang tidak 
mau dan tidak mampu untuk 
memanfaatkan peluang  mendapat­
kan angka kredit dari unsur Pengem­
bangan Profesi, padahal yang akan 
diperoleh sangatlah besar. Sebagai 
contoh membuat karya ilmiah di 
bidang pengawasan dalam bentuk 
buku yang diterbitkan dan diedarkan 
secara internasional, Angka Kre­
ditnya 15. Kalau auditor mampu 
untuk memanfaatkan peluang ini, 
hanya dengan 1 buku hasil karyanya, 
seorang auditor minimal 2 tahun 
sekali bisa langsung naik pangkat 
dari Golongan IV/a ke Golongan 
IV/b,  dari Golongan IV/b ke 
Golongan IV/c. 
Selama ini yang dimanfaatkan 
auditor untuk mengumpulkan 
angka kredit unsur Pengembangan 
Profesi adalah keikutsertaan di 
dalam kegiatan Workshop yang 
hanya mendapat angka kredit 
0,25. Padahal, kegiatan workshop 
paling banyak diselenggarakan 
dua kali dalam satu tahun ang­
garan. Kalau menjadi narasumber 
atau pun moderator dalam ke­
giatan ini masih lumayan de­
ngan mendapat angka kredit 
0,75. Namun, tidak semua 
auditor mampu dan mempunyai 
kesempatan untuk menjadi 
Tabel lama di Pangkat dan lama di Jabatan Auditor 
Lama di Pangkat Jumlah Lama di Jabatan Jumlah
16 Tahun 2 Orang 16 Tahun -
15 Tahun - 15 Tahun -
14 Tahun 1 Orang 14 Tahun -
13 Tahun 1 Orang 13 Tahun 12 Orang
12 Tahun 4 Orang 12 Tahun -
11 Tahun - 11 Tahun -
10 Tahun 4 Orang 10 Tahun 2 Orang
9 Tahun 3 Orang 9 Tahun 7 Orang
8 Tahun 4 Orang 8 Tahun 1 Orang
7 Tahun 12 Orang 7 Tahun 2 Orang
6 Tahun 2 Orang 6 Tahun 1 Orang
Mendekati 6 Tahun 9 Orang Mendekati 6 Tahun 17 Orang
Jumlah 42 Orang Jumlah 42 Orang
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narasumber dan moderator karena 
jumlah kegiatannya terbatas. 
Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 
juga banyak dimanfaatkan auditor 
untuk mendapatkan angka kredit 
Pengembangan Profesi. Menjadi 
narasumber dan moderator dalam 
kegiatan PKS mendapat angka kredit 
0,25, sebagai peserta mendapat 
angka kredit 0,10. Walaupun kegi­
atan PKS sering dilaksanakan mini­
mal sampai 10 kali dalam satu tahun, 
tambahan Angka kreditnya paling­
paling hanya 1. 
Inspektorat Jenderal Kemen­
terian Pendidikan dan Kebudayaan 
mempunyai penerbitan berkala 
berbentuk majalah bernama 
“Forwas”.  Majalah ini  terbit 3 kali 
dalam satu tahun. Semua orang, 
termasuk auditor mempunyai ke­
sem patan untuk menulis di majalah 
ini. Majalah ini sudah diakui oleh 
BPKP selaku instansi pembina 
auditor. Dengan adanya pengakuan 
dari BPKP, setiap naskah ilmiah di 
bidang pengawasan yang berhasil 
diterbitkan oleh Forwas, di samping 
akan mendapatkan honor penulisan, 
akan mendapatkan penilaian Angka 
Kredit Pengembangan Profesi 
sebesar 4. Dengan adanya Forwas 
ini, para Auditor sangat terbantu 
dalam memenuhi angka kredit 
Pengembangan Profesi. Namun 
kembali lagi, walaupun sosialisasi 
telah dilakukan berulang­kali dan 
secara intensif, nampaknya animo 
auditor untuk menulis di Forwas 
masih sangat rendah. Pengelola 
Forwas sering kekurangan bahan 
tulisan untuk dimuat sehingga 
berakibat Forwas tidak dapat 
diterbitkan tepat waktu. 
 
Syarat menjadi Auditor di Inspektorat 
Jenderal Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan
 PNS tersebut harus lulus sertifikasi yang diselenggarakan oleh BPKP. Untuk dapat di­angkat menjadi Auditor Terampil Pemula, Terampil Pratama, dan Terampil Muda seorang 
PNS harus lulus sertifikasi Auditor Terampil.  Untuk dapat 
diangkat sebagai Auditor Ahli Pratama seorang PNS harus 
lulus sertifikasi Auditor Ahli. Apabila Auditor Ahli Pratama 
akan berperan sebagai Ketua Tim pelaksanaan pengawasan, 
yang bersangkutan harus mempunyai sertifikat Ketua Tim. 
Untuk dapat diangkat sebagai Auditor Ahli Muda, Auditor 
Ahli Madya, dan Auditor Ahli Utama seorang PNS selain 
harus lulus sertifikasi Auditor Ahli juga harus lulus sertifi­
kasi peran. Untuk Auditor Ahli Muda harus lulus sertifikasi 
peran Ketua Tim. Auditor Ahli Madya harus lulus sertifikasi 
peran Pengendali Teknis, sedangkan untuk Auditor Ahli 
Utama harus lulus sertifikasi peran Pengendali Mutu.
 PNS tersebut harus lulus sertifikasi yang diselenggara­kan oleh BPKP. Untuk dapat diangkat menjadi Auditor Terampil Pemula, Terampil Pratama, dan Terampil Muda seorang PNS harus lulus sertifikasi Auditor Terampil. 
Untuk dapat diangkat sebagai Auditor Ahli Pratama seorang PNS 
harus lulus sertifikasi Auditor Ahli. Apabila Auditor Ahli Pratama 
akan berperan sebagai Ketua Tim pelaksanaan pengawasan, yang 
bersangkutan harus mempunyai sertifikat Ketua Tim. Untuk dapat 
diangkat sebagai Auditor Ahli Muda, Auditor Ahli Madya, dan Auditor 
Ahli Utama seorang PNS selain harus lulus sertifikasi Auditor Ahli 
juga harus lulus sertifikasi peran. Untuk Auditor Ahli Muda harus 
lulus sertifikasi peran Ketua Tim. Auditor Ahli Madya harus lulus 
sertifikasi peran Pengendali Teknis, sedangkan untuk Auditor Ahli 




Tentu saja sudah harus menjadi Pegawai Negeri Sipil.
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Konskuensi bagi Auditor
Konskuensi dari tidak terpe­
nuhinya Angka Kredit minimal 
ini, yang bersangkutan terancam 
dibebaskan dari jabatan sebagai 
auditor. Hal ini sejalan dengan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor Per/220/M.
PAN/7/2008 tentang Auditor dan 
Angka Kreditnya, Bab IX Pasal 31, 
Ayat:
(1) Auditor Pelaksana, pangkat 
Pengatur, golongan ruang 
II/c sampai dengan Auditor 
Penyelia, pangkat Penata, 
go longan ruang III/c dan 
Auditor Pertama, pangkat Pe­
nata Muda, golongan ruang 
III/a sampai dengan Auditor 
Utama, pangkat Pembina 
Utama Madya, golongan ruang 
IV/d, dibebaskan sementara 
dari jabatannya, apabila dalam 
jangka waktu 5 (lima) tahun 
sejak menduduki jabatan/
pangkat terakhir  tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit 
minimal yang ditentukan untuk 
kenaikan pangkat setingkat 
lebih tinggi di jabatannya. 
(2) Auditor Penyelia pangkat Penata 
Tingkat I golongan ruang III/d, 
dibebaskan sementara dari 
jabatannya apabila tidak dapat 
mengumpulkan angka  kredit 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1); 
(3) Auditor Utama pangkat Pembina 
Utama golongan ruang IV/e 
dibebaskan sementara dari 
jabatannya apabila tidak dapat 
mengumpulkan angka  kredit 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (2); 
(4) Auditor Pelaksana pangkat 
Pengatur Tingkat I golongan 
ruang II/d dibebaskan sementara 
dari jabatannya apabila tidak 
dapat mengumpulkan angka 
kredit sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 16 ayat (3);
(5)  Auditor Pelaksana Lanjutan 
pangkat Penata Muda Tingkat 
I golongan ruang III/b dibe­
baskan sementara dari jaba­
tannya apabila tidak dapat 
me ngumpulkan angka kredit 
sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 16 ayat (4); 
(6) Auditor Pertama pangkat Penata 
Muda Tingkat I golongan ruang 
III/b dibebaskan sementara dari 
jabatannya apabila tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit 
sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 16 ayat (5 ); 
(7) Auditor Muda pangkat Penata 
Tingkat I golongan ruang III/d 
dibebaskan sementara dari 
jabatannya apabila tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit 
sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 16 ayat (6); 
(8) Auditor Madya pangkat Pembina 
Utama Muda golongan ruang 
IV/c dibebaskan sementara dari 
jabatannya apabila tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit 
sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 16 ayat (7);
Masalah pembebasan sementara 
dari jabatannya bagi auditor yang 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 
sejak menduduki jabatan/pangkat 
terakhir tidak dapat mengumpulkan 
angka kredit minimal yang dite n­
tukan untuk kenaikan pangkat 
setingkat lebih tinggi di jabatannya, 
adalah sudah lama. Paling tidak sejak 
diundangkan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor Per/220/M.PAN/7/2008 
tanggal 4 Juli 2008, tetapi sampai saat 
ini sudah lebih tujuh tahun pimpinan 
Inspektorat Jenderal Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
tampaknya masih gamang untuk 
menerapkan aturan ini dengan 
tegas. Peringatan dini melalui surat 
sudah dilakukan kepada auditor. 
Surat Nomor 9102/01.2/KP/2014 
tanggal 7 Oktober misalnya, secara 
jelas telah mengingatkan kepada 
auditor yang lebih dari 3 tahun 
masih dalam kepangkatan yang 
sama, sedangkan angka kredit 
dari unsur Pengembangan Profesi 
belum memenuhi jumlah yang 
ditetapkan agar segera memenuhi 
syarat tersebut. Namun, karena 
dalam surat peringatan tersebut 
tidak dicantumkan sanksi akan 
dibebaskan sementara dari jaba­
tannya, apabila pada waktu yang 
ditentukan tidak dipenuhi angka 
kreditnya, para auditor masih 
menganggap ringan peringatan ini. 
Terhadap para Auditor Madya 
dan Auditor Utama (Golongan IV/b 
sampai dengan IV/e) yang sudah 
lebih lima tahun tetapi angka kredit 
minimalnya belum terpenuhi, 
Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) 
sebagai badan pembina jabatan 
fungsional auditor di lingkungan 
instansi pemerintah, melalui pusat 
pembinaan jabatan fungsional 
auditor telah mengeluarkan 
peringatan yang cukup keras. Melalui 
surat No. S­2013/JF/2/2015 tanggal 
28 September 2015 yang ditujukan 
kepada pejabat pengusul angka 
kredit Auditor Madya dan Auditor 
Utama perihal penyampaian DUPAK. 
BPKP mengingatkan bahwa sesuai 
Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor Per/220/M.
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PAN/7/2008 tentang Auditor dan 
Angka Kreditnya, Bab IX Pasal 31 
butir b, jika terdapat auditor yang 
telah 6 tahun sejak menduduki 
jabatan/pangkat terakhir, tetapi 
tidak dapat mengumpulkan angka 
kredit minimal yang disyaratkan 
untuk kenaikan pangkat setingkat 
lebih tinggi, diberhentikan dari 
jabatan auditor. Dengan mengacu 
pada aturan ini, maka BPKP tidak 
akan melakukan penilaian DUPAK 
Auditor yang bersangkutan, 
sehingga DUPAK­nya tidak perlu 
dikirimkan ke Pusat Pembinaan 
Jabatan Fungsional Auditor BPKP.
Dengan mempertimbangkan 
sikap BPKP yang makin jelas 
tersebut, pimpinan Inspektorat 
Jenderal Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan tidak dapat lagi 
melindungi para auditor yang tidak 
dapat memenuhi angka kredit 
minimal setelah lima tahun dalam 
pangkat dan jabatannya. Mau tidak 
mau, suka tidak suka, pimpinan 
Inspektorat Jenderal Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan harus 
segera mengambil keputusan 
terhadap para auditor yang tidak 
dapat memenuhi angka kredit 
minimal setelah lima tahun dalam 
pangkat dan jabatannya. Karena 
dengan tetap dipertahankan 
sebagai auditor, DUPAK untuk para 
Auditor Madya dan Auditor Utama 
(Golongan IV/b sampai dengan IV/e) 
yang sudah lebih lima tahun tetapi 
angka kredit minimalnya belum 
terpenuhi, tidak dapat dilakukan 
penilaian oleh BPKP. Dengan tidak 
adanya penilaian DUPAK bagi 
Auditor Madya dan Auditor Utama 
(Golongan IV/b sampai dengan 
IV/e) maka semakin tidak akan 
terpenuhi angka kredit minimal 
yang bersangkutan.
Memang langkah ini sangat 
dilematis, tidak hanya bagi auditor 
yang bersangkutan, tetapi juga 
bagi instansi Inspektorat Jenderal 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Dengan dibebaskan 
dari jabatan auditor, secara otomatis 
hak dan kewajiban yang melekat 
pada diri seorang auditor akan turut 
ditanggalkan. Tugas­tugas audit 
yang selama ini dijalankan seperti 
audit tujuan tertentu, audit unit 
utama, audit dini, audit bansos, 
audit dana dekonsentrasi, audit 
dana BOS, audit DAK, dan tugas­
tugas lain tidak bisa lagi dijalankan 
oleh auditor. Dengan berhentinya 
aktivitas ini, akan berhenti pula 
pendapatan auditor. Seperti kita 
ketahui pendapatan utama seorang 
auditor adalah dari melakukan 
perjalanan dinas, di samping gaji dan 
tunjangan kinerja tentunya. Semakin 
sering auditor melakukan perjalanan 
dinas, akan semakin “tebal kantong” 
auditor, sebaliknya semakin sedikit 
auditor melaksanakan perjalanan 
dinas semakin “tipis pula kantong” 
auditor.
Pembebastugasan auditor 
walaupun sifatnya sementara akan 
sangat berpengaruh terhadap 
stabilitas pelaksanaan program­
program Inspektorat Jenderal 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Jumlah auditor yang 
jumlahnya sudah sangat terbatas, 
sementara jumlah sasaran audit 
makin banyak, Inspektorat Jenderal 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan akan semakin sulit 
untuk mencapai sasaran yang telah 
ditetapkan. Realisasi kegiatan dan 
anggaran yang selama ini tidak 
pernah mencapai 100% dari target 
yang telah ditetapkan, akan semakin 
rendah target yang dicapainya.
Dilema lain yang akan dihadapi 
oleh auditor setelah dibebaskan 
sementara dari jabatan auditor, 
adalah sulitnya pengaktifan kembali 
sebagai auditor. Sesuai Pasal 32 
Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor Per/220/M.
PAN/7/2008 (1) auditor yang 
dibebaskan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), 
ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dapat 
diangkat kembali dalam jabatan 
auditor setelah mengumpulkan 
angka kredit yang diwajibkan. 
Dengan mengacu pada pasal ini 
Angka Kredit dari unsur pengembangan profesi
1. Auditor Pelaksana paling rendah 1 (satu) Angka Kredit; 
2. Auditor Pelaksana Lanjutan paling rendah 2 (dua)  Angka Kredit; 
3. Auditor Penyelia paling rendah 4 (empat) Angka Kredit; 
4. Auditor Pertama paling rendah 3 (tiga) Angka Kredit; 
5. Auditor Muda paling rendah 8 (delapan) Angka Kredit; 
6. Auditor Madya paling rendah 15 (lima belas) Angka Kredit; 
7. Auditor Utama paling rendah 30 (tiga puluh) Angka Kredit.
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seorang Auditor Madya dan Auditor 
Utama (Golongan IV/b sampai 
dengan IV/e) yang telah dibebaskan 
sementara dari jabatannya tidak akan 
mungkin dapat diangkat kembali 
sebagai auditor. Angka kredit 
minimal yang diwajibkan tidak akan 
pernah tercapai sampai kapan pun 
juga karena sejak yang bersangkutan 
dibebaskan dari jabatannya sebagai 
auditor, BPKP tidak melayani 
penilaian DUPAK. Padahal yang 
mempunyai kewenangan untuk 
melakukan penilaian DUPAK bagi 
Auditor Madya dan Auditor Utama 
(Golongan IV/b sampai dengan 
IV/e) adalah BPKP.
 Hal lain yang akan 
di hadapi auditor  apabila 
dibebaskan sementara 
dari jabatan auditor ada­
lah terhalangnya usia, 
karena  rata­rata Auditor 
Madya dan Auditor Uta­
ma ( Golongan IV/b sampai 
dengan IV/e) usianya su­
dah lebih 54 tahun. Pada­
hal sesuai pa sal 31 Peratur­
an Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 
Per/220/M.PAN/7/2008, 
ayat (4) auditor yang di­
be baskan sementara se­
bagaimana dimaksud da­
lam Pasal 31 ayat (9) huruf 
c, dapat diangkat kembali 
ke dalam jabatan auditor 
paling tinggi ber usia 54 
(lima puluh empat) tahun, 
(5) pengangkatan kembali 
dalam jabatan  auditor se­
bagaimana dimaksud ayat 
(1) dan Pasal 31 ayat (9) hu­
ruf c dan huruf e, dengan 
menggunakan angka kredit 
terakhir yang dimilikinya 




sebut, sangatlah mus tahil 
Auditor Madya dan Auditor 
Utama (Golongan IV/b 
sampai dengan IV/e) yang 
telah dibebaskan dari jabatan auditor 
walaupun sifatnya sementara, akan 
dapat diangkat kembali sebagai 
auditor karena umurnya sudah lebih 
54 tahun, dan angka kredit terakhir 
yang dimilikinya dan angka kredit 
yang diperoleh selama pembebasan 
sementara, tidak akan pernah 
Karya ilmiah di bidang pengawasan lainnya yang dapat dinilai sebagai 
unsur Pengembangan Profesi dengan Angka Kre dit yang sangat besar, 
antara lain:
1. Membuat  buku di bidang pen­
gawasan yang diterbitkan dan 
diedarkan secara nasional Angka 
Kreditnya 12,5.  
2. Membuat  buku di bidang pen­
gawasan yang diterbitkan dalam 
majalah yang diakui oleh Instansi 
Pembina Angka Kreditnya 6.  
3. Membuat karya ilmiah di bidang 
pengawasan yang diterbitkan da­
lam bentuk buku  Angka Kreditnya 
8,  dan kalau  diterbitkan dalam 
bentuk Naskah  Angka Kreditnya 
4.
4. Membuat tinjauan dan ulasan 
ilmiah hasil gagasan sendiri di 
bidang pengawasan yang dipub­
likasikan dalam bentuk buku yang 
diterbitkan dan diedarkan secara 
nasional Angka Kreditnya 8, dan 
kalau dalam bentuk majalah yang 
diakui oleh instansi pembina Ang­
ka Kreditnya 4.
5. Membuat tinjauan dan ulasan 
ilmiah hasil gagasan sendiri di 
bidang pengawasan yang tidak 
dipublikasikan dalam bentuk 
nasional Angka Kreditnya 7, dan 
kalau dalam bentuk naskah Angka 
Kreditnya 3,5.
6. Membuat tulisan ilmiah di bidang 
pengawasan yang disebarluas­
kan melalui media massa yang 
merupakan satu kesatuan Angka 
Kreditnya 2.
7. Membuat karya tulis/karya il­
miah berupa prasaran, tinjauan, 
gagasan atau ulasan ilmiah yang 
disampaikan dalam pertemuan 
ilmiah atas inisiatif sendiri Angka 
Kreditnya 2,5.
8. Penerjemahan/penyaduran buku 
dan bahan­bahan di bidang penga­
wasan yang dipublikasikan dalam 
bentuk buku yang diterbitkan dan 
diedarkan secara nasional Angka 
Kreditnya 7, serta kalau dalam 
bentuk majalah yang diakui oleh 
instansi pembina Angka Kredit­
nya 3,5. Sedang terjemahan di 
bidang pengawasan yang tidak 
dipublikasikan dalam bentuk 
buku  Angka Kreditnya 3, dan ka­
lau dalam bentuk naskah Angka 
Kreditnya 1,5.
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tercapai. Dengan tidak dapat 
diangkat kembali sebagai auditor, 
Auditor Madya dan Auditor Utama 
(Golongan IV/b sampai dengan 
IV/e) tidak dapat lagi pensiun umur 
60 tahun, sebagaimana  tercantum 
dalam Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 41 tahun 2012 
tentang perpanjangan batas usia 
pensiun bagi Pegawai Negeri 
Sipil yang menduduki jabatan 
fungsional auditor Pasal 1 Pegawai 
Negeri  Sipil  yang  menduduki 
jabatan  fungsional auditor  dalam 
jenjang  madya  dan  jenjang  utama, 
batas usia  pensiunnya  dapat 
diperpanjang  sampai  dengan  60 
(enam puluh) tahun.
Auditor Madya dan Auditor 
Utama (Golongan IV/b sampai 
dengan IV/e) yang telah dibebaskan 
dari jabatan auditor, tidak dapat 
lagi dikatagorikan sebagai pejabat 
fungsional auditor  dalam  jenjang 
madya  dan  jenjang  utama sehingga 
batas usia  pensiunnya  tidak dapat 
diperpanjang  sampai  dengan  60 
(enam puluh) tahun. Batas usia 
pensiun yang bersangkutan adalah 
58 tahun seperti Pegawai Negeri 
Sipil lainnya, sebagaimana tertuang 
dalam Undang­Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara Pasal 90. Batas usia pensiun 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu: a 58 
(lima puluh delapan) tahun bagi 
Pejabat Administrasi.
Simpulan
Pengembangan Profes i , 
wa lau pun angka kredit yang 
dipersyaratkan untuk kenaikan 
pang kat dan jabatan bagi auditor 
sebetulnya tidaklah sebesar unsur 
utama, tetapi banyak auditor yang 
Rekomendasi
1. Toleransi sudah cukup lama diberikan kepada auditor untuk 
memenuhi Angka Kredit minimal, tetapi kenyataan masih ada 42 
orang auditor yang sudah lebih 5 (lima) tahun dalam pangkat dan 
jabatan yang sama belum mencapai Angka Kredit minimal, untuk 
itu pimpinan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan harus  membebaskan sementara yang bersangkutan 
dari jabatan auditor. Langkah ini memang tidak mengenakkan 
bagi auditor, tetapi karena BPKP sudah secara tegas tidak me­
layani penilaian DUPAK bagi auditor yang sudah lebih dari 5 
(lima) tahun tidak mencapai Angka Kredit minimal, pimpinan 
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
juga harus mengikuti langkah BPKP sebagai instansi pembina.
2. Melakukan inventarisasi ulang kepada auditor dan capaian 
Angka Kreditnya, sehingga memudahkan langkah pembinaan 
bagi auditor yang sudah mendekati 5 tahun tetapi Angka Kredit 
minimalnya belum tercapai.
3. Memperbanyak pengiriman auditor untuk mengikuti Diklat gelar 
profesi pengawasan seperti Certified Public, Accountant, Certified 
Management Accountant, Certified Internal Auditor, Certified 
Information System Auditor, Certified Government Auditing Pro-
fessional, Certified Professional Environmental Auditor, Certified 
Fraud Examiner, karena Angka Kredit untuk Pengembangan 
Profesi cukup besar, yaitu 3,5.
4. Diklat Penulisan Artikel Ilmiah yang selama ini sudah dilakukan 
oleh Bagian Hukum dan Kepegawaian perlu terus ditingkatkan 
frekuensinya. Karena semakin banyak Auditor yang mempunyai 
kemampuan menulis artikel ilmiah, Majalah Forwas tidak akan 
pernah kekurangan bahan tulisan.
5. Menggalang kebersamaan dengan Inspektorat Jenderal Kemen­
terian lain, untuk melakukan peninjauan kembali terhadap 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Auditor dan Angka Kreditnya, 
terutama terhadap  Bab IX Pasal 31, Ayat (1) sampai denga (8), 
yaitu yang menyangkut pembebasan Auditor dari jabatannya 
apabila tidak dapat mencapai angka Kredit minimal dalam 5 
(lima) tahun karena ini sangat merugikan auditor.
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merasa sulit untuk memenuhinya. 
Problem untuk pemenuhan angka 
kredit pengembangan profesi 
sepenuhnya ada pada diri auditor. 
Sebelum ada peringatan bagi auditor 
yang tidak dapat memenuhi angka 
kredit minimal dalam jangka waktu 
5 (lima) tahun akan dibebaskan dari 
jabatannya sebagai auditor, banyak 
auditor yang tidak peduli dengan 
angka kredit. Banyak alasan yang 
mendasari ini. Pertama, merasa 
puas setelah dapat naik pangkat 
dan jabatan sebagai Auditor 
Madya (golongan IV/a). Dengan 
sudah menjadi Auditor Madya dan 
golongan IV/a masa usia pensiun 
dapat diperpanjang menjadi 60 
tahun. Dalam melakukan perjalanan 
dinas, mendapat fasilitas hotel lebih 
bagus dari golongan III.  Kedua, 
merasa diri sudah tua dan sudah 
mau pensiun. Dengan sikap seperti 
ini, auditor sudah tidak mempunyai 
motivasi untuk meningkatkan diri 
menjadi lebih baik. Tipe auditor 
seperti ini adalah termasuk auditor 
yang selalu pasrah dengan keadaan 
dan “nrimo ing pandum”.  Ketiga, 
auditor banyak yang menyia­nyiakan 
kesempatan untuk mendapatkan 
angka kredit pengembangan profesi. 
Auditor sering menolak bila ditunjuk 
“MENYOAL DIKOTOMI PEMERIKSAAN 
VERSUS PENGAWASAN” 
Oleh Mohammad Fatoni*)
Dalam menulis dan ber­komunikasi dalam bahasa verbal, kerap kali 
kita menemui berbagai kejang­
galan­kejanggalan penempatan 
dalam penggunaan kata (ba­
hasa) untuk kepentingan ter­
tentu. Penyalahgunaan ko mu­
nikasi bahasa verbal (lisan/
tulisan), sekalipun terkesan 
remeh, namun ketika sudah 
bersentuhan dengan hukum 
positif (hukum bahasa), ma­
ka akan menjadi persoalan 
yang sangat penting untuk 
dibicarakan. Tidak jarang, 
sering kali ahli bahasa diminta 
menjadi saksi ahli (saksi a de-
char ge atau a-charge) dalam 
sidang­sidang pidana mau pun 
perdata di pengadilan. 
Sekilas, kata pemeriksaan 
dan pengawasan memberi kesan 
mempunyai persamaan arti. 
Bahkan para ahli, pejabat, praktisi 
pengawasan dan pe me riksaan, 
dalam skala prag ma tis sadar atau 
tidak, telah mencampuradukan 
dan menyamaratakan arti 
fung si pengawasan dengan 
pemeriksaan. Seseorang pe­
ngawas (auditor) bila sudah 
melakukan pemeriksaan 
maka ia bisa dikatakan telah 
melakukan pengawasan. Peme­
riksaan dan Pengawasan dua 
kata yang sungguh sangat ber­
beda (disparity) dan tidak bisa 
dicampuradukan dengan kata 
pengawasan (awas). Kenya­
taan seperti itu tidak pernah 
ditelaah secara kritis oleh 
praktisi pengawasan, baik 
secara epistemologis, etimologis 
mau pun filologis. Apakah 
memang kedua kata tersebut 
dapat disama artikan. Guna 
mengetahui lebih lanjut apakah 
memang kata pengawasan 
dengan kata pemeriksaan, tidak 
bisa disamakan secara umum 
(generalize) terlebih dalam 
aplikasi pragmatis dalam dunia 
birokrasi, berikut ini beberapa 
telaah verbal menyangkut kedua 
kata semantik tersebut.
Secara etimologis kata 
pemeriksaan sesungguhnya 
berbeda, baik secara gramatik, 
verbal, fungsional mau pun 
se ca ra conditio-linguistic 
(oleh karena situasi). Kata 
pemeriksaan berasal dari kata 
dasar periksa, mendapatkan 
awalan “pe” dan akhiran “an”. 
Sedangkan kata pengawasan 
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sebagai narasumber, dengan ber­
ba gai dalih dan alasan. Sibuk, 
tidak punya kemampuan tampil 
di depan umum, tidak menguasai 
materi yang diberikan, dan terlalu 
mepet waktu untuk menyiapkan 
makalah. Itulah alasan yang sering 
dikemukakan auditor untuk me­
nolak menjadi narasumber. Di 
samping itu, penilaian DUPAK dari 
tim penilai di BPKP yang terkesan 
pelit dan kadang tidak objektif, ikut 
berpengaruh terhadap terhambatnya 
auditor madya dalam memenuhi 
jumlah angka kredit minimal yang 
diharapkan.
Sejak pimpinan Inspektorat 
Jenderal Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan mulai menyo­
sialisasikan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor Per/220/M.PAN/7/2008 
tentang auditor dan angka kreditnya, 
dan akan dibebaskan dari jabatannya 
sebagai auditor bagi auditor yang 
tidak dapat memenuhi angka 
kredit minimal dalam jangka 
waktu 5 (lima) tahun, kesadaran 
auditor akan pentingnya angka 
kredit mulai terasa. Auditor sudah 
mulai mau belajar menulis ilmiah, 
dan dikirimkan ke redaksi majalah 
Forwas untuk dimuat. 
berasal dari kata dasar awas, 
men dapatkan awalan “pe” dan 
akhiran “an”. Dengan demikian 
secara filologis (asal-usul kata) 
saja, kedua arti kata tersebut 
sudah membawa perbedaan 
yang cukup jelas dan siginifikan, 
apalagi dilihat dari bebagai sudut 
hukum bahasa lainnya. 
Kalau BPK (institusi peme­
riksaan eksternal) adalah meru­
pakan kepanjangan dari kata 
Badan Pemeriksa Keuangan, 
tentunya tidak bisa disebut 
pula sebagai “Badan Pengawas 
Keuangan” karena memang 
kepanjangan nama dari kata 
BPK tersebut telah teregulasi 
dalam UUD 1945 dan perangkat 
perundangan yang berada  di 
bawahnya, seperti UU No. 15 
Tahun 2004. Sehingga kata 
‘pemeriksa’ tidak bisa disebut 
sebagai kata ‘pengawas’. 
Sementara itu BPKP yang 
merupakan lembaga penga­
wasan internal, merupakan 
kepan jangan dari kata Ba­
dan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan. Bukan “Badan 
 Pemeriksa Keuangan dan Pem­
bangunan”. Di lain pihak, lemba­
ga “pemeriksaan” departemen, 
dimana ITJEN yang sesunguhnya 
tidak bisa digene ralisasikan  se­
bagai pengawas, akan tetapi lem­
baga pemeriksa. Karena terdiri 
dari sekumpulan komunitas pe­
jabat fungsional pemeriksa atau 
lebih dikenal dengan sebutan 
Auditor dan pada umumnya (lex 
generalis) melakukan pekerjaan­
­pekerjaan pemeriksaan tehadap 
obyek yang diperiksa.
Inspektorat Jenderal, be­
rasal dari kata bahasa Inggris, 
Inspector (Bhs. Inggris: examiner, 
checker, superintendent, over-
seer, assessor dan supervisor). 
Kalau secara umum dan dalam 
kenyataannya Inspektorat mela­
kukan fungsi sebagai pemeriksa, 
lalu timbul pertanyaan mengapa 
tidak diberi nama Badan Peme­
riksan Departemen (BPD) saja, 
sebagai misal. Persoalan inilah 
yang mungkin saja hingga hari 
ini masih menjadi pemikiran 
mau pun wacana dan evaluasi 
bersama setiap individu dan 
praktisi bidang pengawasan. 
Kata Pemeriksa bila me nga­
cu kepada padanan kata dalam 
bahasa Inggris, maka dapat 
bermakna Audit atau Auditor 
(Bhs. Inggris: review, check/v, 
inspection, examination, assess-
ment, appraisal, inventory) de­
ngan demikian sangat berbeda 
secara signifikan antara kata 
pengawasan dan pemeriksaan. 
Dengan demikian BPK dapat saja 
disejajarkan secara fungsional 
dengan keberadaan Inspektorat 
Jenderal. Mengingat aparatur 
Inspektorat Jenderal adalah 
para pegawai yang menduduki 
Jabatan Fungsional Pemeriksa 
(auditor) dan bukan pejabat 
fungsional pengawas (watcher).
Menurut pengertian eti ­
mologis dari bahasa Ing gris 
tersebut, kata Peme riksa atau 
pula disebut Audit (auditor) 
berdasarkan kelembagaan 
formal yang sudah ada, adalah 
baru sebatas  Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) dan Inspektorat 
Jenderal Departemen. Sementara 
itu, Badan Pengawasan yang 
ada, hanya ada BPKP dan 
Badan Pengawasan Daerah 
(BAWASDA).  
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Berkaitan dengan arti eti­
mologis dari kedua kata terse­
but, kendati terkesan memiliki 
fungsi praktis yang sama, namun 
berbeda secara signifikan, baik 
dalam bahasa mau pun dalam 
komunikasi verbal. Kalau pun 
ada terminologi kata “penga­
wasan masyarakat” juga tidak 
bisa disejajarkan dengan kata 
“pemeriksaan masyarakat” da­
lam praktik. Karena selama ini 
tidak pernah ada pemeriksaan 
yang dilakukan oleh masyarakat 
(secara individu atau pun kolek­
tif) yang bukan lembaga peme­
rintahan. Demikian pula dengan 
kepanjangan kata dari lembaga 
APIP (Aparat  Pengawasan In­
tern Pemerintah) tentunya ti­
dak bisa dikatakan bahwa APIP 
adalah kepanjangan kata dari 
Aparat “Pemeriksaan” Intern 
Pemerintah. 
Dengan demikian kembali 
menjadi telaah kritis, apakah 
dikotomi atau perbedaan yang 
terjadi saat ini tidak menjadi 
persoalan nasional di belakang 
hari? Terlebih saat ini sedang 
digodok tentang Rancangan 
Undang Undang Sistem Pe­
ngawasan Nasional (RUU SPN), 
dan bukan sistem “pemeriksaan” 
nasional. Lalu juga tidakkah 
akan timbul pertanyaan (hi­
potesis) bahwa adanya rencana 
peluncuran RUU SPN adalah 
sebagai dasar legitimasi dan 
atau pensahan dari sepak terjang 
dan keberadaan lembaga penga­
wasan yang ada.  
Kalau pun secara  sub stansial 
saja telah terjadi perbedaan an­
tara kata “Peme riksaan” dan 
“Pengawasan”, apakah tidak akan 
terjadi tumpang tindih dalam 
skala operasi onal khususnya 
menyangkut  aspek­aspek koor­
dinasi? Karena disatu pihak ada 
lembaga yang memiliki otoritas 
kerja peme riksaan sementa­
ra di sisi lain ada pula lemba­
ga yang memiliki kewenangan 
melakukan pe ngawasan dan 
RUU yang akan diajukan pe­
merintah dan akan diratifikasi 
nantinya oleh DPR adalah sistem 
“pengawasan” nasional, bukan 
sistem “peme riksaan”  nasional. 
Tentunya ini juga seharusnya 
menjadi telaah substansial bagi 
para praktisi dan penentu kebi­
jakan nasional di bidang pema­
syarakatan pengawasan dan atau 
pun pemeriksaan.
Patut dicermati di sini, bah­
wasanya  pekerjaan­pekerjaan 
pro justitia yang dilakukan oleh 
lembaga­lembaga penegak hu­
kum seperti KPK, Kejaksaan, 
Kepolisian, Pengadilan dan atau 
pun lembaga Kehakiman, da­
lam praksisnya mendasari atas 
temuan­temuan atau pun hasil 
pemeriksaan yang telah dilaku­
kan oleh lembaga pemeriksa, 
bukan oleh lembaga pengawas. 
Bila temuan­temuan hasil 
pemeriksaan tersebut diduga 
kuat mengandung unsur pidana 
dan atau pun perdata, akan 
ditindaklanjuti secara yuridis 
oleh lembaga penegak hukum 
tersebut. Dengan demikian 
akan semakin jelas perbedaan 
pengertian fungsional dan 
signifikan antara lembaga 
pengawasan dengan  lembaga 
pemeriksaan. 
Kontrol 
Istilah kontrol berasal dari 
bahasa Inggris, control, yang 
artinya  pengendalian. Selain 
pengendalian, kata  pengawasan 
juga  dapat dikategorikan ke 
dalam arti kontrol (lihat kamus 
Bahasa Inggris, John M. Echols 
& Hassan Shadily, Gramedia). 
Terjemahan keduanya tepat. 
Pengendalian lebih menekankan 
pada fungsi management lead-
ing approach, sedangkan kata 
pengawasan dalam praktisnya 
lebih menekankan pada fungsi 
manajemen “supervising” (Warta 
Pengawasan BPKP, Vol. XI/No.1/
Januari 2004).
Dalam kosa kata Bahasa 
Inggris, kata control muncul di 
sekitar abad 16 M (1600­an), yang 
besal dari bahas latin, “contraro-
tulus”, gabungan dari kata contra 
(against, atau ber lawanan) dan 
rotula (a roll, atau gulungan). 
Pada waktu itu control atau 
pengendalian dimaksudkan se­
bagai “salinan dari gulungan 
catatan, yang dibuat paralel se­
suai dengan aslinya, baik kuali­
tasnya mau pun isinya”.  
Samuel Johnson, mendefi­
nisikan kontrol sebagai “catatan 
yang masing­masing dibuat­
nya”. Dengan demikian pada 
 awalnya control (pengendalian) 
me rupakan pekerjaan yang sama 
dikerjakan sendiri­sendiri oleh 
orang yang berlainan, sehingga 
dengan memperbandingkan 
hasil kerja satu sama lain dapat 
saling mengawasi. 
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